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ABSTRAK 

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah dalam 

bertransaksi pada layanan aplikasi pinjaman online.Penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisa sumber dan 

bahan hukum data yang terdiri dari bahan hukum data primer, sekunder, dan 

tersier melalui KUH Perdata, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kamus hukum, modul, serta 

beberapa sumber dari internet. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 

pengaturan mengenai penyelenggara jasa layanan pinjam meminjam berbasis 

online dan perlindungan hukum bagi nasabah dalam menggunakan layanan 

pinjam meminjam berbasis online.Hasil penelitian ditemukan bahwa pengaturan 

mengenai penyelenggara pinjam meminjam berbasis online sudah diatur POJK 

Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Online. Hanya saja dalam peraturan tersebut tidak menjelaskan secara rinci 

terhadap perlindungan hukum bagi nasabah dikarenakan pasal 1 angka 10 UUPK 

dan masih dikaitkan dengan UU ITE, UUPK, UU HAM. Adapun faktor yang 

menjadi penghambat mengenai keluhan dari beberapa masyarakat di Indonesia 

dalam menggunakan layanan aplikasis pinjaman online. Untuk mengatasi 

hambatan tersebut harus ada keterlibatan pada Otoritas Jasa Keuangan dalam 

memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat dalam memberikan 

perlindungan hukum bagi nasabah dalam menggunakan layanan aplikasi pinjam 

meminjam uang berbasis online. 

 

Kata Kunci : Pinjaman Online, Fintech, Layanan Aplikasi Pinjam Meminjam 

Berbasis Online 
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ABSTRACT 

 

This study analyzes customers' legal protection in online loan application services. 

This research utilized a normative juridical method by examining data sources and 

legal materials consisting of primary, secondary, and tertiary data legal materials 

through the Civil Code. Financial Services Authority Regulations, Human Rights 

Law Number 39 of 1999, Consumer Protection Law Number 8 of 1999, 

Information and Electronic Transactions Law Number 11 of 2008, legal 

dictionaries, modules, and various internet sources. This research aims to learn 

about the arrangements for online-based lending and borrowing service providers 

and legal protection for customers who use these services. Because Article 1 

number 10 of the UUPK is still related to the ITE Law, UUPK, and the Human 

Rights Law, the regulation does not detail the legal protection for customers. The 

inhibiting factors regarding complaints from several people in Indonesia in using 

online loan application services. To overcome these barriers, the Financial 

Services Authority must play a role in ensuring public safety by providing legal 

protection for customers who use online-based lending and borrowing application 

services. 

 

Keywords: Online Loans, Fintech, Online-Based Lending Application Services 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada dasarnya, semua manusia, termasuk bisnis, menghadapi segala 

macam  kebutuhan setiap hari, dan sifat manusia  selalu  ingin dapat 

memenuhi semua kebutuhan itu. Kebutuhan mereka berbeda, tetapi ada yang 

perlu diprioritaskan, ada yang sekunder, dan ada yang bisa dipenuhi nanti.  

 Kebutuhan manusia dapat dibagi menjadi tiga jenis: primer, sekunder, 

dan tersier. Kebutuhan utama adalah kebutuhan yang tidak dapat dihindari 

oleh manusia, yang harus dipenuhi setiap hari. Kebutuhan akan makanan, 

minuman, pakaian, mandi dan transportasi. 

Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan sekunder, dan tingkat itu tidak 

harus dipenuhi setiap hari, tetapi manusia perlu memenuhinya. Selain 

menghemat uang, itu termasuk peralatan  seperti meja dan kursi, tempat tidur, 

lemari es dan TV, sepeda motor dan rekreasi. Selanjutnya, kebutuhan tersier 

adalah kebutuhan yang  lebih tinggi, yang cenderung boros dan  mahal, 

seperti rumah, mobil, kebun, taman bermain, tambak, dll. 

Pada dasarnya, hal yang sama berlaku untuk perusahaan. Artinya, 

kebutuhan utama pasokan kertas, listrik, air, bensin, makan staf, komputer, 

dll. Kebutuhan sekunder meliputi kendaraan, meja, kursi rapat,  seragam 

pegawai, mesin absensi, dan kebutuhan tersier meliputi gedung perkantoran, 

kendaraan dinas, ruang kendali elektronik, dan sebagainya. Seperti dibahas di 
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atas, seseorang biasanya  tidak berhenti untuk mewujudkan keinginannya, 

tetapi sesuatu selalu  diinginkan. Seperti sebuah perusahaan. Perusahaan 

hanyalah sekelompok orang yang menjadi penyelenggara melakukan bisnis. 

Perusahaan dijalankan oleh  direktur yang memiliki keinginan yang sama 

dengan orang kebanyakan. Seringkali ada pemenuhan kebutuhan di balik 

hutang. Syarat pembayaran rendah atau tidak lancar (utang menjadi tidak 

tertagih).1 

Tumbuhnya kreativitas dan inovasi di bidang teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) pada akhirnya akan merambah  berbagai aktivitas 

kehidupan manusia. Di sisi bisnis, inovasi TIK akan memasuki berbagai 

sektor industri untuk mencapai efisiensi dan menaklukkan ceruk pasar. Dalam 

teori kehancuran kreatif, Schumpeter berpendapat  bahwa nilai-nilai 

kewirausahaan menciptakan pasar baru melalui cara-cara baru yang inovatif.2 

Perkembangan teknologi informasi memberikan dampak besar bagi 

kehidupan manusia saat ini. Berbagai kemudahan dalam melakukan aktivitas 

merupakan manfaat yang diperoleh masyarakat dari keberadaan teknologi 

informasi ini. Salah satunya adalah  kemudahan  finansial  pinjaman online. 

Di Indonesia saat ini, ada tren yang berkembang ke arah pinjaman dan/atau 

pinjaman online. Ini adalah metode yang disukai orang Indonesia untuk 

memenuhi kebutuhan sekunder mereka, dan orang Indonesia sangat cocok 

                                                             

 1Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang,  Edisi Pertama,  Jakarta : 

Kencana,  2013,  hlm. 1  

 2Dedi Rianto Rahadi, Financial Technology,  Bogor : 2020,  hlm. 7 
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untuk menawarkan pinjaman berbasis online dan / atau pinjaman online ini. 

Atau perusahaan jasa kredit. 

Perusahaan jasa pinjam meminjam uang dan/atau pinjam meminjam 

berbasis online beroperasi di sektor fintech (financial technology). Fintech 

(Financial Technology) adalah sebuah inovasi terkini dalam layanan 

keuangan  di Indonesia.  

Fintech dapat berdampak pada masyarakat secara keseluruhan dengan 

menyediakan akses ke produk keuangan dan membuat transaksi  lebih 

nyaman, lebih mudah dan lebih efektif.  Fintech bertujuan untuk 

mempermudah transaksi keuangan bagi masyarakat secara online, 

meningkatkan literasi keuangan, dan mencapai inklusi keuangan di Indonesia. 

Financial Technology (Fintech) adalah aplikasi teknologi informasi di sektor 

keuangan saat ini. Berbagai model keuangan pertama kali diperkenalkan pada 

tahun 2004 oleh Zopa, sebuah lembaga keuangan  Inggris yang 

mengoperasikan layanan peminjaman uang. 

Teknologi keuangan memiliki dua komponen: keuangan dan teknologi, 

sehingga dapat dilihat sebagai inovasi di bidang keuangan yang menyentuh 

teknologi modern. Fintech adalah fenomena yang menggabungkan teknologi 

dan fungsi keuangan untuk mengubah model bisnis dan menurunkan 

hambatan masuk. 

Menurut Bank Indonesia, fintech (financial technology) merupakan 

hasil perpaduan antara layanan keuangan dan teknologi yang  dapat 
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mengubah model bisnis dari tradisional menjadi moderat.  Menurut National 

Digital Research Center (NDRC). 

Fintech mengacu pada inovasi layanan keuangan, atau inovasi 

keuangan yang menyentuh teknologi modern, dan disebut sebagai "inovasi 

layanan keuangan" atau "inovasi layanan keuangan". Anda sekarang dapat 

melakukan transaksi dari jarak jauh yang sebelumnya  membawa sejumlah 

uang secara tatap muka, memungkinkan Anda untuk menyelesaikan 

pembayaran  dalam hitungan detik. 3  Dengan perkembangan teknologi 

informasi yang merambah hampir di semua bidang kehidupan, maka 

kemajuan dan penerapan teknologi dalam kehidupan sehari-hari perlu 

dihindari. Dengan berkembangnya teknologi informasi, jasa keuangan turut 

berkontribusi dalam meningkatkan kemudahan dan kenyamanan  nasabah dan 

pengguna jasa keuangan dalam transaksi komersial. Belajar dari 

perkembangan teknologi informasi dan penerapannya di sektor keuangan  

negara lain akan menjadi pilihan utama para pelaku industri keuangan  

Indonesia. Memikirkan negara lain dalam hal legislasi akan  menggali lebih 

banyak peluang yang dapat digunakan untuk lebih mengurangi kemungkinan 

hambatan dan lebih mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara.4 

Perkembangan teknologi digital yang tidak terbendung akan membawa 

kemudahan bagi masyarakat dan meningkatkan popularitas perusahaan yang 

bergerak di bidang lending financial technology. Sebagai lembaga yang 

berwenang mengawasi lembaga keuangan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan 

                                                             

 3Dedi Rianto Rahadi , Op. cit, hlm. 7-10 

 4Ibid, hlm. 77 
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(OJK) akhirnya mulai memberlakukan regulasi tentang keberadaan financial 

technology di Indonesia. 

Saat ini terdapat 104 perusahaan FinTech di Indonesia  yang menangani 

layanan lending dan online lending. Beberapa perusahaan fintech sudah ada 

di Indonesia, antara lain EasyCash, Modalku, LEND YUK, CREDITO, 

KlikCair, KawanCicil, Cairin, PinjamDuit dan Cashcepat.5 

Penyediaan layanan keuangan digital atau FinTech diselenggarakan di 

bawah satu payung hukum. Pengawasan terhadap lembaga keuangan ini 

seolah menenteramkan hati masyarakat, mengingat ada juga fintech yang 

mengecoh nasabah. Hal ini juga berdampak pada FinTech yang  terdaftar di 

OJK. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan 

Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di 

Sektor Jasa Keuangan. Keberadaan UU OJK 13/POJK.02/2018 seolah 

melengkapi UU OJK 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam 

Uang Berbasis Teknologi Informasi.  Regulasi ini memungkinkan kami untuk 

mengelola industri keuangan digital  dengan lebih baik dan memberikan 

manfaat yang maksimal bagi masyarakat luas. Tidak hanya itu, melalui 

regulasi ini, setidaknya keuangan digital mengelola promosi perlindungan 

konsumen. Peraturan ini juga  diharapkan dapat mendorong layanan 

keuangan menjadi inovatif, cepat, murah, sederhana nilainya dan secara 

signifikan meningkatkan siklus keuangan di masa depan. Bank Indonesia dan 

                                                             

 5 https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/ 

Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-2-November-

2021.aspx, diakses pada tanggal 02 Desember 2021, pukul 2021 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/
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Otoritas Jasa Keuangan sangat mendukung perkembangan para pelaku 

financial technology (fintech)  Indonesia. Namun, ada kekhawatiran tentang 

risiko sistematis memiliki pemain baru di  industri jasa keuangan tradisional. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) dan pihak terkait 

telah menerbitkan beberapa peraturan yang mengatur FinTech, tergantung 

pada kewenangan mereka untuk mengatur dan mengawasi industri jasa 

keuangan.6 

Namun yang menjadi permasalahan umum di masyarakat Indonesia 

adalah kutipan dari  diskusi podcast Deddy Corbuzier dan informannya, pakar 

kartu kredit Roy Shakti, untuk layanan kredit dan pinjaman online di 

Indonesia.7 

1. Rata-rata seluruh konsumen (debitur) suatu perusahaan jasa  menjadi 

korban pinjaman dan/atau jasa kredit berbasis online. Hal ini disebabkan 

tidak seimbangnya peraturan perusahaan jasa pinjaman dan/atau 

pinjaman online di Indonesia. 

2. Rata-rata konsumen (peminjam) pinjaman dan/atau jasa pinjam 

meminjam online Indonesia (peminjam) memiliki pendapatan menengah 

ke bawah yang didorong oleh atribusi dan gaya hidup masyarakat 

Indonesia yang ngidam, dipengaruhi oleh aktivitas media sosial yang 

meningkat. Ada juga faktor bunga lain yang berasal dari perusahaan jasa 

                                                             

 6Dedi Rianto Rahadi, Op. cit,  hlm. 78-79 

 7 Fuji Firmansyah, 2021, https://www.kabarfajar.com/ekbis/pr-

1131598476/dalam-podcast-deddy-corbuzier-pakar-kartu-kredit-roy-shakti-

korban-pinjol-lapor-polisi-diketawain, diakses pada tanggal 02 Desember 2021, 

pukul 07.00 Wita 
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pinjaman dan/atau kredit online yang memberikan  jumlah nominal 

pinjaman yang  diberikan kepada  konsumen (debitur) melalui promosi 

atau iklan oleh perusahaan jasa pinjaman dan/atau kredit online. 

3. Beberapa perusahaan penyedia layanan pinjaman dan/atau kredit berbasis 

online di Indonesia bermain-main dengan pembatasan jumlah pinjaman 

yang dibayarkan kepada peminjam (debitur). Misalnya, penyelenggara 

(kreditur) meminjamkan uang secara langsung kepada peminjam 

(debitur) melalui transfer rekening bank  tanpa melalui proses 

persetujuan kredit oleh  penyelenggara (kreditur). 

4. Ada mode operasi lain. Misalnya pinjaman online dan/atau pinjaman 

online dan/atau kreditur (kreditur) yang dimainkan pada sistem pinjaman 

dan/atau kredit  online pada saat  peminjam (debitur) berusaha memenuhi 

syarat pinjam meminjam, data yang dimasukkan Dari pendapat yang 

terjadi, karena tidak berfungsinya kredit dan/atau aplikasi  kredit berbasis 

online, peminjam (debitur) melakukannya berkali-kali, tetapi lagi-lagi 

penyelenggara (kreditur). Pinjaman yang dianggap telah habis masa 

berlakunya dapat dibatalkan dan dilunasi oleh nasabah (debitur) kepada  

penyelenggara (kreditur). Namun, pembayaran angsuran  pinjaman  

dianggap telah dilakukan oleh  penyelenggara (kreditur). 

5. Beberapa laporan dari korban dan/atau nasabah (debitur) juga 

mengeluhkan tata cara penagihan utang dari  penyelenggara (kreditur), 

dan data pribadi nasabah (debitur) dibagikan kepada rekan kerja dan 

keluarga nasabah (debitur). berisiko mencemari debitur). , ini ilegal.  
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 Dilansir dari beberapa hal tentang pinjaman online. Berikut rangkaian 

kasus yang terjadi dengan pinjaman online di Indonesia. 

1. Uta ing ya ing tidak kunijung luinas 

Seorang pria bernama Dedi menjadi salah satu korban pinjaman ilegal. 

Kasus utang anaknya sebesar Rp 2,5 juta belum dibayar meski sudah 

dilunasi. Seratus juta. 

“Pinjam Rp. 2,5 juta nggak ditran isfer, tapi dita igih terus. Dari 2019. 

Kata inya sudah ditra insfer dilihat di rekeni ingnya tapi nggak ada, tapi 

ditagih terus,” ujar Dedi, Sabtu (16/19/2021). 

Dedi mengungkapkan, anak-anak dikenakan bunga hingga Rp per hari. 

Setengah juta. Putranya ditawari pinjaman melalui media sosial. 

“Aniak saya karena tak iut (akhirnya) bayiar, tapi nggak lunas-ilunas,” 

ucapnya. 

Dalam kasus kedua, ada juga korban pinjaman liar yang meminjam Rp. 

membengkak menjadi 5 juta rupiah. 75 juta. Ini adalah korban 

pengalaman peminjaman solo ilegal. 

Korban datang ke kantor LBH Soloval Kabupaten Sukoharjo usai 

membuka email pengaduan gugatan. Dari korban, ada tiga korban yang 

sudah memproses laporan ke Polsek Surakarta: YI, SM dan AZ. 

“Adia tiga yang koop ieratif dan men ieruskan lap ioran ke kep iolisian. Saat 

ini sedang dip iroses,” kata per iwakilan LBH Solo Raya, Mad ie Ridha, saat 

mendam ipingi YI mengi ikuti pemer iiksaan di Ma ipolresta Surakarta, Senin 

(29/7/2019). 
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Salah satu korban SM terlilit utang hingga 75 juta. SM adalah Rp dari 

beberapa pemberi pinjaman sehingga total hutang mencapai Rp. Saya 

meminjam 5 juta. 75 juta. 

“Seperti SM ini pinjam Rp 5 juta dari beberapa fintech untuk modal 

usaha. Seka irang telat dua bulan saja nilai utangnya jadi Rp. 75 juta,” ujar 

dia. 

2. Korb ian Pinjol Bunuh Diri 

Dirtipideksus Bareskrim Polri telah menemukan kasus pinjaman online 

ilegal  di Wonogiri, Jawa Tengah, di mana seorang ibu menggantung 

kepalanya dan mengakhiri hidupnya  karena terlilit hutang. 

Aplikasi Pinjaman Fulus Mujur adalah aplikasi untuk mengirim uang 

kepada seorang wanita. Pinjaman ilegal Fulus Mujur adalah salah satu 

dari 23 aplikasi yang meneror ibunya. 

“Dari hasil penyelidikan, ditemukan bahwa korban menin iggal gantung 

diri diakib iatkan telah meminjam di 23 aplik iasi pinjaman online ilegal. 

Salah satu di ant iaranya yaitu aplikasi ‘Fulus Mujur’ yang dikelola oleh 

Kopeirasi Simpan Pinjam (KSP) Solusi An idalan Bersama,” ucapnya 

Dirtipidieksus Bareskrim Bri igjen Helmy Santika, Jumat (22/10/2021). 

Saat ini, Pinjor ilegal telah ditangkap polisi. Fulus Lucky didukung oleh  

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Solusi Andalan Bersama (SAB). 

Dalam kasus kedua, petugas bank pinjaman ditemukan mengambil 

pinjaman online dan gantung diri. Selain utang kredit, karyawan ini juga 

berutang banyak klien dan teman. 
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Ketika total pinjaman mencapai Rp. 23,1 juta. Saya menemukan catatan 

yang juga memiliki daftar orang yang meminjam uang. 

Korban ditemukan tewas gantung diri di kantornya, Senin (23/8). Korban 

juga  diajak pulang oleh temannya pada Sabtu (21/8), namun korban 

tidak mau pulang dan lebih memilih tidur di kantor. 

3. Dite iror debt collector pinjol ilegal 

Guru TK  Malang ditakuti puluhan penagih utang. Akibatnya, ia dipecat 

dari tempat mengajarnya, kehilangan teman, dan hampir bunuh diri. Saat 

itu, ia meminjam uang dari student loan sebesar Rp 2,5 juta. 

Ia meminjam Rp1,8 juta, tapi hanya Rp1,2 juta. Pinjol membenarkan hal 

itu dengan biaya administrasi dan bunga. Kemudian dia meminjam lagi 

di banyak aplikasi lain. 

Tapi potongan besar dan bunga  tinggi sulit baginya. Akhirnya utangnya 

bertambah menjadi rupiah. 40 juta. 

Berdasarkan penjelasan di atas, pembahasan lebih lanjut mengenai 

aplikasi pinjam meminjam berbasis online akan menarik. Oleh karena itu, 

peneliti tertarik untuk meneliti “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI 

NASABAH DALAM BERTRANSAKSI PADA LAYANAN APLIKASI 

PINJAMAN ONLINE”. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan dalam penulisan karya ini adalah: 

1. Baigaiimana pen igaituran men igienai penyel ieniggaraan be irt iransaksi piada 

laya in ian aplik iiasi Pinijiam Me imiinjam Oiinline? 
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2. Bagai iimana beinituk perli inidungan huiikum biagi niiasabah da ila im bertra inisaksi 

paidia layanian apliiikasi Piniijam Mem iiinjam Oinliine? 

C. Tujuan  

1. Uniituk mengietaihui penigatuiran menigena ii penyieleniggaraan bert iranisaksi 

piadia laya in ian apilikiasi Pinijam Meimiinjam Oinline 

2. Unitiuk menigetiahui bent iiuk perilinduingan huiikum ba igi nasiabiah dialam 

bertriiansaksi pa ida layiainan apl iiikasi Pi inijam Mem iiinjam Oinliine 

D. Manfaat Penulisan  

Adapun manfaat dari penulisan skripsi penelitian hukum ini adalah::  

1. Manfaat teoritis 

Memberikan pengetahuan, pembahasan dan wawasan kepada 

mahasiswa atau sarjana terkait KUHPerdata Pinjam Meminjam Uang 

khususnya yang berkaitan dengan pinjam meminjam uang secara online 

legal dan illegal, dan terutama terkait dengan wawasan yang akan 

bermanfaat nantinya. Referensi bagi peneliti selanjutnya. 

2. Manfaat praktis  

Sebagai buku panduan atau referensi, sebagai masukan bagi 

siapapun yang berkecimpung dalam bisnis pinjam meminjam uang 

berbasis online, atau  sebagai bahan tambahan pengetahuan bagi 

mahasiswa yang ingin belajar tentang pinjam meminjam uang berbasis 

online, dan ini kedepannya, Semoga menjadi perbandingan  penulis lain 

yang terus menyelidiki secara menyeluruh masalah dalam penelitian ini. 
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E. Originalitas Penelitian 

No Nama Judul Rumusan Masalah Kesimpulan 

1 Rio Bagus 

Permana 

(Universitas 

Negeri) 

1. Perlindungan 

Hukum Terhadap 

Data Konsumen 

Yang Melakukan 

Pinjaman Melalui 

Aplikasi Kredit 

Online 

1. Apa bentuk 

perlindungan 

hukum terhadap 

data konsumen 

yang 

melakukanpinja

man melalui 

aplikasi online? 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ada dua bentuk perlindungan hukum 

terhadap data konsumen yang menghasilkan 

kredit melalui aplikasi online. Perlindungan 

profilaksis dan opresif. Untuk memberikan 

perlindungan hukum secara preventif 

terhadap layanan pinjaman berbasis teknologi 

informasi, pemerintah memiliki beberapa 

aturan terkait P2P lending, yaitu Peraturan 

Biro Jasa Keuangan tentang Layanan 

Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi 

(POJK LPUBTI) No. 77/POJK.01/2016 telah 

diterbitkan. Dan Layanan Terkait Tata Kelola 

dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi 

pada Keuangan Edaran Otoritas Jasa Pinjam 

Meminjam Uang Berbasis Teknologi 

Informasi (Tata Kelola LPMUBTI SEOJK) 

No. 18/SEOJK.02/2017. Selain itu, 

masyarakat harus menyelesaikan upaya 

hukum represif untuk melaksanakan 

perlindungan hukum  represif untuk 

kepentingan rakyat Indonesia dengan 

mengadukan kepada instansi pemerintah yaitu 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

 

 

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
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2 Mirzan Feridani 

Manullang  

(Universitas 

Sumatera Utara) 

1. Tinjauan Yuridis 

Terhadap Praktik 

Pinjaman Online 

Yang Di 

Bandingkan 

Dengan Praktik 

Pinjaman 

Konvensional 

1. Bagaimana 

ketentuan 

pelaksanaan pinjam 

meminjam berbasis 

online di Indonesia?  

Ketentuan mengenai pelaksanaan akad 

pinjam meminjam uang berbasis online  tidak 

lepas dari syarat sahnya Pasal 1320 KUH 

Perdata. Dalam hal ini diperlukan 

kesepakatan antara para pihak, yaitu antara 

debitur dan kreditur. Kesanggupan para 

pihak, jika dibuktikan dengan identitas  pihak 

yang terdaftar, sebelum berakhirnya akad, 

dalam hal ini berarti pinjam  uang dan pinjam 

uang yang artinya alasan yang sah. 

berdasarkan integritas para pihak. Pinjam 

Meminjam Berbasis Online dipisahkan dari 

Surat Perintah Biro Jasa Keuangan Nomor 

77/POJK.01 atas dasar hukum akad yang  

disepakati antara para pihak dalam pengertian 

Pasal 1338 KUHPerdata dalam 

pelaksanaannya. /2016 ini juga  salah Tolak 

ukur dalam melakukan kegiatan pinjam 

meminjam uang berbasis online masih belum 

ada peraturan pemerintah khusus yang bisa 

diatur. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 

Sebelum membahas pengertian akad pinjaman, peneliti  terlebih dahulu 

menjelaskan  pengertian akad umum. 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian 

Pengertian perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa: "Suatu perjanjian 

adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".  

Pengertian tersebut memerlukan perubahan atau perbaikan, yaitu :  

a. Kata “seseorang atau lebih” seharusnya “dua atau lebih” karena 

perjanjian tidak mungkin terjadi jika pihaknya hanya satu orang, tetapi 

dapat terjadi jika pihaknya paling sedikit dua orang.  

b. Kata “mengikatkan dirinya” seharusnya “saling mengikatkan dirinya” 

dalam perjanjian. Para pihak saling mengikatkan diri, apabila hanya 

satu pihak yang mengikatkan diri maka perjanjian tidak akan terjadi.  

c. Perbuatan, harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan 

yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.  

Menurut Subekti “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana 

seseorang berjanji pada orang lain atau dua orang itu saling berjanji 

untukmelaksanakan satu hal.”8 

Menurut doktrin para sarjana, perjanjian merupakan suatu perbuatan 

                                                             

 8R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2007, hlm. 1. 
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hukum dengan bersangkutannya dua atau lebih yang saling terikat dalam 

suatu perikatan.9 

Menurut Handri Raharjo, perjanjian tersebut menyatakan: , Pihak 

lain berkewajiban untuk memberikan jasa sesuai dengan kesepakatan yang 

telah disepakati oleh para pihak dan mempunyai akibat hukum.”10 

Menurut R. Setiawan, “perjanjian adalah suatu perbuatan hukum 

dimana satu orang atau lebih diikat oleh satu orang atau lebih”. Oleh 

karena itu, pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana 

dua orang atau lebih  mengikatkan diri kepada dua orang atau lebih.11 

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian 

pada hakikatnya telah terjadi dengan adanya sepakat (consensus) dari 

kedua belah pihak dan mengikat mereka yang membuatnya, layaknya 

mengikatnya suatu undang-undang. Pengertian dari perikatan, merupakan 

terjemahan dari istilah Belanda “Verbintenis.” 

Ikatan adalah hubungan antara dua  atau dua pihak dalam bidang 

hukum harta benda, dimana salah satu pihak  berhak menuntut sesuatu  

dari pihak lain dan  pihak  lain berkewajiban  memenuhi tuntutan itu.  

"Sebuah kontrak adalah transaksi hukum di mana satu orang atau lebih 

mengikatkan diri atau mengikat satu orang atau lebih."  Oleh karena itu, 

pengertian kontrak adalah suatu perbuatan hukum di mana dua orang atau 

                                                             

 9Mochidir, Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata, 

Maju Bandung, Bandung, 1985, hlm. 12 

 10 Handri Raharjo, Hukum Perjanjian Di Indonesia, Pustaka Yustisia, 

Yogyakarta, 2009, hlm. 42 

 11 R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 

2007, hlm. 49 
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lebih  mengikatkan diri kepada dua orang atau lebih.12 

Paida dasiarnya dal iam su iatu perikiatan terda ipat dua pi ihak, pihak 

perta ima adala ih pihak yang ber ihak meniuntut sesua itu, yang dina imakan 

krediitur, sedangikan pihak keduia adalah pihak yang selanj iutnya dina imakan 

debiitur, tuntut ian itu didal iam hukum disebut sebagai “Prestasi”. 

Berda isarkan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, prestasi 

tersebut dapat berupa :  

a. Menyerahkan suatu barang atau memberikan sesuatu;  

b. Melakukan suatu perbuatan atau berbuat sesuatu;  

c. Tidak melakukan suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu.  

 

Daliam hal ini perikatan tid iak hadir begitu saja, denga in kata lain ada 

sesuiatu atau persetu ijuan tertentu yang mel iiahirkan suatu perikatan. Dalam 

Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa 

perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) dan undang-

undang.  

Pasal 1352 Kitab Unda ing-Und iang Hu ikum Perdata, men iyatakan 

lebih lanjut bah iwa perikiatan yang lah iir dari und iang-undang da ipat dibagi 

meinjadi perikata in yang lah iir dari undanig-undang saja dan pe irikatan yang 

laihir dari unda ing-undang kariena suatu perb iuatan orang.  

Pasal 1353 Kitab Und iang-Undang Hukium Perdata, menyaitakan 

bahwia periikatan yang lah iir dari unding-undang kariena perbuiatan orang 

terbiagi lagi me injadi per ibuatan yang lah iir dari perbu iatan yang 

                                                             

 12R. Subekti, 2007, Op. cit, hlm. 1 
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diperbiolehkan (Zaakwaarneming) dan peri ikatan yang lahi ir dari perb iuatan 

melawian huikum (Onrechtmatigedaad). Perikiatan yanig lahir kare ina 

undaing-undang misal inya kewaji iban seoran ig ayah unituk menaf ikahi aniak 

yanig dilahir ikan oleh ist irinya.13 

Pengertian kewajiban berbeda dengan pengertian kontrak. Definisi 

kontrak memiliki arti yang lebih luas daripada kewajiban. Komitmen 

adalah konsep abstrak. Kesepakatan itu berkaitan dengan sesuatu yang  

lebih spesifik atau lebih banyak peristiwa. Kita tidak bisa melihat 

pertunangan dengan mata kita sendiri. kita hanya dapat membayangkan 

nya dalam alam pikiran kita tetapi kita dapat melihat atau membaca isi dari 

perjanjian.  

Ketika keduanya sepakat, mereka atau para pihak sebenarnya 

bermaksud untuk bersekutu di antara mereka, dan mereka juga terikat oleh 

janji-janji yang dibuat. Persekutuan yang dihasilkan dari perjanjian 

tersebut sebenarnya dikehendaki oleh para pihak yang mengadakan 

perjanjian.  

Aliansi yang didirikan secara hukum untuk tujuan tertentu muncul di 

luar potensi para pihak yang terlibat. Faktanya, sebagian besar aliansi lahir 

dari konsensus. Para pihak dapat mencapai kesepakatan dan saling 

mewajibkan untuk melakukan hal-hal tertentu. Mereka benar-benar 

menciptakan undang-undang yang  berlaku untuk penulis perjanjian 

sampai batas tertentu. Hal ini didasarkan pada hak dan wewenang untuk 

membuat serangkaian undang-undang terbatas yang diberikan atau 

                                                             

 13  Budiono Kusumohamidjojo, Dasar-Dasar Merancang Kontrak, 

PT.Gramedia, Jakarta, 2008, hlm.7. 



18 
 

  

didelegasikan oleh undang-undang lain yang penerapannya lebih mendasar 

dan  umum. Perjanjian berdasarkan KUHPerdata pada dasarnya dibentuk 

oleh kesepakatan (kesepakatan) kedua belah pihak dan dianggap mengikat 

seolah-olah sebagai hukum yang mengikat. 

2. Asas-asas Perjanjian 

a. Asas Kebebasan Berkontrak 

Hukum kontrak Indonesia menganut sistem terbuka. Artinya 

memberikan kebebasan kepada Anda untuk mencapai kesepakatan yang 

dikehendaki oleh hukum, sepanjang tidak melanggar hukum, ketertiban 

umum, dan kesusilaan. Karena regulasi sistem terbuka,  hukum kontrak 

negara menyiratkan prinsip kebebasan berkontrak, yang dapat 

diturunkan dari Pasal 1338 1 KUHPerdata. Ia mengatakan:  

 "Semua perjanjian hukum dianggap hukum bagi mereka yang 

melakukannya."  

Yang disebut perjanjian juga mengikat para pihak sebagai hukum 

yang mengikat. Artinya, kesepakatan yang dibuat oleh para pihak harus 

dihormati. Tidak hanya mengikuti ketentuan undang-undang. 

b. Asas Konsensual 

Hukum federal memiliki prinsip yang disebut prinsip konsensus. 

Asas Asas Konsensus ini tertuang dalam ketentuan Pasal 1320  (1) 

KUHPerdata. Aliansi ini berasal dari kata Latin “consensus” yang 

artinya tercapai kesepakatan untuk rekonsiliasi. Arti dasar dari 

konsensus adalah bahwa konsensus pada dasarnya berasal dari 

pembuatan konsensus. 
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c. Asas Kekuatan Mengikatnya Perjanjian 

Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat (1) Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, yang menerangkan: “Segala 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya”. Padahal, pasal ini tidak lebih dari sekadar 

menyatakan bahwa  perjanjian itu mengikat kedua belah pihak. Hal ini 

juga tersirat dalam ajaran prinsip mengikat alam, yang juga dikenal 

dengan pepatah “pacta sunt servanda”. Sebuah janji yang mengikat.14 

a. Asas Itikad Baik 

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338  (3) KUHPerdata. Ini 

mengajarkan bahwa para pihak dalam kontrak harus memiliki niat yang 

benar untuk mematuhi dan memenuhi kontrak sebanyak mungkin, 

tergantung pada subjek kontrak. Menurut Subekti, pengertian Itikad 

baik dapat ditemui dalam hukum benda (pengertian subjektif) maupun 

dalam hukum perjanjian seperti yang diatur dalam arti Pasal 1338 

Undang-Undang Kejujuran untuk kinerja kontrak adalah ketaatan 

kontrak, yaitu penilaian tindakan para pihak mengenai pelaksanaan 

janji, dan kesalahan salah satu pihak.Tujuannya adalah untuk mencegah 

masalah secara tepat dan sewenang-wenang.15 

b. Asas Kepercayaan 

Asas Keyakinan ini mencakup gagasan bahwa setiap orang yang 

membuat kontrak akan melakukan kinerja yang disepakati di antara 

                                                             

 14R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 2010, 

hlm. 27. 

 15R. Subekti, 2007, Op. Cit, hlm. 27 
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mereka di masa depan.. 

c. Asas Kesinambungan 

Standar ekuilibrium adalah standar yang mengharuskan kedua 

belah pihak untuk melakukan dan memenuhi kontrak, dan  kreditur 

memiliki wewenang untuk meminta kinerja dan, jika perlu, 

diamortisasi kinerja dengan aset debitur. Meskipun, debitur juga 

memiliki kewajiban untuk memenuhi kontrak dengan itikad baik. 

d. Asas Kepatutan 

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdata yang mengacu 

pada ketentuan tentang isi perjanjian. 

e. Asas Kebiasaan 

Prinsip ini dianggap sebagai bagian dari kesepakatan. Yang diatur 

secara tegas tidak hanya mengikat  tetapi juga adat. Hal ini diatur oleh 

Pasal 1339. Pasal 1347 KUH Perdata. 

3. Syarat Sahnya Perjanjian 

Aigar sua itu perjanj iian dian iggap sah seca ira hukium, maka ha irus 

memeinuhi syariat-sya irat yang te ilah terkand iung dal iam undiang-unidang. 

Seicara yuri idis sya irat sahinya suat iu perja injian ha irus mem ienuhi e impat 

syariat ya ing dia itur dailam Pa isal 1320 KUH Pe irdata, yait iu: 

a. Sepakat  

Adanya persetujuan dari para pihak yang menandatangani kontrak 

berupa kehendak untuk menutup kontrak, dengan kata lain persetujuan 

dari orang yang mengikatkan diri. Persetujuan bebas diberikan bahkan 

jika persyaratan Perjanjian ini dirasa atau dianggap  terpenuhi. Jika 
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kesepakatan ternyata pada dasarnya  bukan kesepakatan, kesalahan 

dapat terjadi jika kedua belah pihak mengira mereka menginginkan hal 

yang sama  tetapi tidak melakukannya.16 

b. Kecakapan untuk mengadakan perjanjian  

Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, seseorang yang telah berumur 

21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah kawin. Namun, ini 

tidak termasuk mereka yang amnestik atau tidak berguna yang 

diizinkan untuk pindah dengan pengampunan atau wanita yang sudah 

menikah. Orang yang telah berumur 18 tahun, atau yang belum 

berumur 18 tahun, tetapi telah kawin, sesuai dengan Pasal 50 Tahun 

1974 Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 

31 Nomor 1 Undang-Undang tahun 1974, bagi seorang perempuan 

yang dikawinkan sehubungan dengan keseimbangan hak dan 

kedudukannya dengan suaminya, maka isteri itu sah dan bebas 

melakukan perbuatan hukum.  

c. Objek atau Hal Tertentu  

Suiatu hal ter itentu mak isudnya adal iah ketenituan men igenai obijek 

perjanijian. Sal iim H.S. meru imuskan bahiwa di dal iam lite iratur 

dise ibutkan bahiwa yanig me injadi obijek perja injian adialah presitasi 

(pokoik perj ianjian).17 

 

                                                             

 16 A. Qirom Syamsudin Meliala, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta 

Perkembangannya, Yogyakarta, Liberty, 2010, hlm. 9 

 17 Salim H.S., Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia, 

Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 24 
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d. Suatu Sebab yang Halal  

Alasan halal adalah isi  perjanjian  tidak melanggar kesusilaan 

dan ketertiban umum dan kesusilaan.18 

Keempat syarat tersebut dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:  

a. Syarat Subjektif  

Syarat-syarat subyektif, yaitu syarat-syarat yang berkaitan 

dengan pokok-pokok akad, yaitu H. Syarat  yang harus dipenuhi 

adalah adanya komitmen diri dan kemampuan kontraktor. Jika kondisi 

pertama dan kedua tidak terpenuhi. Akibat hukumnya adalah kontrak 

dapat diputus. Artinya para pihak harus memenuhi faktor ini. Di sini, 

konsensus dan elemen keterampilan harus dipenuhi. Kontrak dapat 

diakhiri karena mempengaruhi para pihak dalam kontrak. seijak 

adaniya guga itan atau putusian penga idilan terh iadap sua itu perja injian itu 

menj iadi dap iat dibat ialkan, kar iena ada inya gugiatan atau putusian 

pengadiilan terse ibut, dapiat diminitakan pem ibatatalan (cancelling) oleh 

sialah satu pi ihak, misialnya un ituk yang be ilum caka ip meniurut hukium 

diajukian oleh oranigtua atau wal iinya, atau ia sen idiri apabi ila sudah 

cakap.  

b. Syarat objektif  

Istilah objektif adalah istilah yang berhubungan dengan pokok 

bahasan kontrak dan mencakup hal-hal khusus dan pembenaran. 

Syarat  ketiga dan  keempat adalah syarat objektif. Perjanjian tersebut 

                                                             

 18A. Qirom Syamsudin Meliala, Op. cit, hlm. 11 
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tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat-syarat objektif. Akibatnya 

akad tersebut melanggar hukum ketertiban dan kesusilaan umum, 

sehingga akad tersebut sejak awal tidak mempunyai akibat hukum. 

Tidak ada hukum. Oleh karena itu, secara yuridis, tidak ada 

kesepakatan apriori dan tidak ada aliansi antara mereka yang ingin 

mencapai kesepakatan. Salah satu pihak tidak dapat menggugat pihak 

lain di pengadilan karena tidak ada dasar hukumnya.19 

4. Jenis-jenis Perjanjian 

Perjanjian terdiri dari dua (2) macam yaitu perjanjian obligatoir dan 

perjanjian non obligatoir.20 

a. Perjanjian Obligatoir 

Kontrak yang mengikat adalah kontrak yang 

mengharuskan/mengharuskan seseorang untuk membayar atau 

menyerahkan sesuatu. B. Penjual harus mengirimkan barang tersebut. 

Menurut KUH Perdata, kontrak tersebut belum mengakibatkan 

perpindahan kepemilikan properti dari penjual ke pembeli. Faise baru ini 

meruipakan kesepaka itan dan har ius diikiuti denigan perijanjian 

penye irahan (perjanjiian kebiendaan). Perj ianjian obligaitoir ada beberiapa 

maciam yaitu: 

1) PerjanjianSepihak 

Perja injian sepi ihak adala ih perja injian yang ha inya ada kewa ijiban 

                                                             

 19N. Ike Kusmiati, 2016, Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat 

Kehendak diluar Kuhperdata, dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum, Jurnal 

ilmu Hukum Litigasi, Vo. 17, No. 1. 

 20Komariah, “Hukum perdata”, UMM Press, Malang, 2005, hlm. 169-170. 
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paida satu pihak dan han iya ada hak pa ida pihak lain. Con itoh 

perj ianjian ini ada ilah perjanijian hibiah dan perj ianjian pinijam pa ikai. 

2) Perjanjian Timbal Balik 

Kesepakatan bersama adalah kesepakatan di mana kedua belah 

pihak memiliki hak dan kewajiban. Pihak yang memiliki kewajiban 

pelaksanaan juga berhak menuntut ganti rugi. Contoh kontrak 

tersebut adalah kontrak jual beli dan kontrak sewa. 

3) Perjanjian Cuma-Cuma 

Perjanijian Cuima-Cum ia adialah perjan ijian dima ina pihiak yanig satu 

membierikan suiatu keuntu ingan kepiada pihiak lain den igan tia ida 

me indapatkan nim iat dari pada inya. Contoh perj ianjian ini adalah 

perj ianjian hibah. 

4) Perjanjian Atas Beban 

Perja injian atas beba in ada ilah perj ianjian yang mew iajibkan masi ing-

masinig pihak mem iberikan pre istasi (me imberikan sesu iatu, beribuat 

sesua itu dan tidak ber ibuat sesiuatu). Conitoh perjanijian ini ad ialah 

perjanji ian jual beli dan perjanj iian sewia-meniyewa. 

5) Perjanjian Konsensuil 

Perja injian konsensuil adialah perjan ijian yang men igikat sej iak 

ada inya kesiepakatan (consensus) da iri ke idua be ilah pi ihak. Perja injian 

laihir seja ik det iik terc iapainya kata sepiakat dari kedua be ilah pihak. 

Cointoh perjanijian ini adal iah perjanji ian jual beli, perja injian sewa-

menye iwa, dan perijanjian pengan igkutan. 
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6) Perjanjian Riil 

Perjanjian riil adalah perja injian yang mengiikat jika dise irtai dengan 

perbuiatan/tindakan nyata. Perja injian terse ibut bel ium menigikat 

kedua be ilah pihak den igan kata sep iakat. Conitoh perja injian ini 

ada ilah perjanijian barang dan perj ianjian pinijam pakai. 

7) Perjanj iian Forimil 

Perijanjian Formil ada ilah perjanijian yang terikat pada ben ituk 

tertentu, bentuk inya harus sesuai dengan ketent iuan yang berlaku. 

Contoh perja injian ini adalah perj ianjian jual beli tanah harus den igan 

akte PPAT. 

8) Perjanjian Bernama 

Perj ianjian berna ima adalah perja injian khusus yang ditur dan 

disebut ikan dalam KUH Perdata Buku III Bab V s/d Bab XVII dan 

dalam KUHD. Cont ioh perjanjian ini adal iah perja injian jual beli, 

perja injian sewa-menyiewa, perjanijian penit iipan barang, perjanjian 

penganigkutan, perja injian asuransi, dan perjanj iian pinjam pakai. 

9) Perjanjian Tak Bernama 

Perja injian tak bern iama adal iah perjanijian yang tida ik diatur dan 

tiidak disebuitkan dalam KUH Per idata ma iupun dalam KUHD. 

10) Perjanjian Campuran 

Perj ianjian campu iran adala ih perjanijian yang mengiandung berbiagai 

unsur perjanjian, perjanji ian ini tidak diat iur dalam BW maupu in 

KUHD. Cont ioh perjanji ian ini adlaah perja injian sewa belu 
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(gaungian sewa menye iwa dan jual beli). 

b. Perjanjian Non Obligatoir 

Perja injian non obligatoir adalah perja injian yang tidak 

mengharuskian seseoirang membayiar/menyerahikan sesuatu.21 Perjianjian 

non obligatoir ada bebe irapa macam yaitu : 

1) Zakelijk Overeenkomst 

Zakelijk Overeenkomst adalah perja injian yang menetap ikan 

dipinda ihkannya suatu hak dari ses ieorang kepada orang lain, 

objekinya adalah hak. Con itoh perjanjia in ini adalah perjanjian balik 

nama atas tanah. 

2) Bevifs Overeenkomst 

Bevifs Overeenkomst adalah perj ianjian untuk memb iuktikan 

sesuatu. Perja injian ini umu imnya dituju ikan pada hakim. 

3) Liberatoir Overeenkomst  

Liberatoir Overeenkomst adalah perja injian diam iana seseora ing 

membeba iskan pihak lain dari suatu kewaj iiban. Misalnya A 

berhut iang kepada B, kem iudian B mengad iakan perjanjian liberatoir 

yakni mulai sekarang A tidak usah membayar hutang tersebut. 

4) Vaststelling Overeenkomst 

Vaststelling Overeenkomst adalah perjainjian untuk mengak ihiri 

perselisi ihan yang ada di muka penga idilan. Contoh perjanjian ini 

ada ilah dading (perjanjian antara kedua belah pihak untuk 

                                                             

 21Ibid, hlm. 171. 
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mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan). 

Bebe irapa perja injian juga dapat di golon igkan dalam beirbagai 

macam aspek. Ada ahli yang mengk iajinya dari sum iber hukum inya, 

nama inya, bentukinya, aspek kewaj iibannya, mau ipun aspek 

larangiannya.22 

a. Perjanjian Menurut Sumber Hukumnya 

Perja injian berdasiarkan sum iber hukum inya meriupakan 

penggol iongan konitrak yang didasiarkan atas temp iat perjan ijian itu 

ditem iukan. Sudi ikno Mertokuisumo menggol iongkan perja injian dari 

suimber hukuimnya menja idi 5 (lima) macam, yaitu: 

1) Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, seperti halnya 

perkawinan; 

2) Perjanjian yang bersumber dari kebendaan, yaitu berhubungan 

dengan peralihan hukum benda, misalnya peralihan hak milik; 

3) Perjanjian Obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan suatu 

kewajiban; 

4) Perjanjian yang bersumber dari hukum acara, yang disebut 

dengan bewijsovereenkomst; 

5) Perjanjian yang bersumber dari hukum publik, yang disebut 

dengan publiekrechtelijkeovereenkomst. 

b. Perjanjian Menurut Namanya 

Penggiolongan dalam perjanji ian ini didasiarkan pada nama 

                                                             

 22Salim H.S., Op. cit, 2005, hlm. 17-18 
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perjanijian yang tercan itum dalam Pasal 1319 KUH Perdata. Dal iam 

paisal terseb iut haniya dise ibutkan 2 (dua) macam perj ianjian me inurut 

namianya, yaitu innominaat (tidak bernama) dan perjan ijian nominaat 

(bernama). 

Perja injian innominaat meruipakan suatu perjan ijian yang 

timibul, tumbuh, dan berke imbang dalam masiyarakat. Jenis konitrak 

ini bel ium dikenal dalam KUH Perdata. Yang term iasuk dal iam 

perja injian ini adal iah leasing, beli sewa, franchise, konitrak rahim, 

joint venture, konitrak karya, keag ienan, production sharing, dan lain-

lain. 

Sedangkian pada perj ianjian nominaat merupiakan terjem iahan 

dari nominaat contract. Perjanji ian nominaat sama artinya dengian 

perjanijian berna ima atau beneomde dalam bahiasa Bel ianda. 

Perjanijian nominaat telah dia itur dalam Buk iu III KUH Perdata, yang 

dimiulai dari Bab 5 sam ipai dengan Bab 18. Juimlah pasal yang 

mengatuir tentanig perja injian nominaatini sebaniyak 394 pasal. Di 

dalam KUH Perdata terdapat 15 (lima belas) jenis perjan ijian 

nominaat, yaitu:23 

1) Jual beli; 

2) Tukar-menukar; 

3) Sewa-menyewa; 

4) Perjanjian melakukan pekerjaan; 

                                                             

 23Salim H.S., Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar 

Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 47-48 
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5) Persekutuan perdata; 

6) Badan hukum; 

7) Hibah; 

8) Penitipan barang; 

9) Pinjam pakai; 

10) Pinjam meminjam; 

11) Pemberian kuasa; 

12) Bunga tetap atau abadi; 

13) Perjanjian untung-untungan; 

14) Penanggungan utang; dan 

15) perdamaian 

5. Unsur-Unsur Perjanjian24 

a. Essentialia 

Merupiakan bagia in-bagian dari perja injian yang tanpa itu perja injian 

tidak mungk iin ada. Misal inya dal iam jual beli, harga dan ba irang 

merupiakan uisur essentialia 

b. Naturalia 

Meruipakan bagi ian-bagiian oleh undan ig-undang ditentuk ian sebiagai 

perat iuran-peratuiran yang ber isifat me ingatur. Misialnya dalam perj ianjian 

penanggun igan. 

c. Accidentalia 

Meruipakan bagiian-bagian yang oleh para pihak ditam ibahkan dalam 

                                                             

 24Handri Raharjo, Op. cit, hlm. 46 
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perjanijian, di imana undang-und iang tidak men igaturnya. Misal inya jual 

beli rumah diper ijanjikan tidak term iasuk alat-alat rumah tangga.25 

B. Tinjauan Umum tentang Pinjam-Meminjam 

1. Pengertian Pinjam-Meminjam 

Sec iara etim iologi pin ijam sama dengian memi injam yang berati 

memiinjam adalah mem iakai barang atau uang orang lain untuk waktu 

tert ientu (kalau sudah samp iai waktuinya harus dikemb ialikan).26 Selanjutnya 

menurut Hukum Perdata Pasal 1574 menyeb iutkan bahwa pinj iam-

meminijam iala ih perja injian de ingan mana pihak yang satu memb ierikan 

kepa ida pihak yang lain suatu jumlah terte intu barang-barang yang 

mengihabisi karena pemakain, dengan syarat bahwa pihak yang belak iangan 

ini akan mengemb ialikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan 

yang sama pula.27 

Mengienai perjanjian pinjam-meminjam pen igaturannya terdapat 

dalam buku ke III bab XIII KUHPerdata. Pasal 1754 KUHPerdata yang 

menyiebutkan bahwa “pinja im-meminjam adalah persetujuan dengan mana 

pihak yang satu memb ierikan kepada pihak yang lain sesu iaitu jumlah 

tentang barang-barang atau uang yang mengha ibiskan karena pemaka iian, 

dengian syarat bahwa pihak yang belaka ingan ini akan menge imbalikan 

                                                             

 25Handri Raharjo, Op. cit, hlm. 46 

 26Lukman ali, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hlm. 1077. 

 27 Subekti, Dkk, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: 

PT.Pradnya Paramita, 2004), Cet-34, Hlm.451. 
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dengan jumlah yang sama dari macam dan kea idaan yang sama pula.”28 

Kete intuan Pasal 1754 KUHPerdata tersebut menun ijukkan bahwa 

seseora ing yang meminjam ikan sejuimlah uang atau bar iang tertentu kepada 

pihak lain, ia akan memb ieri kembali seju imlah uang yang sama sesuai 

denigan persetuj iuan yang disepakati. 

Perja injian pinjam memi injam tersebut dapat juga dikat iakan 

perjanijian pinjam penganti karena objek pin ijaman itu hanya/terdiri dari 

benida yang habis dalam pemakaian, tetapi dapat pula berupa uang 

sedanigkan pinja iman habis dalam pem iakaian terdiri dari benda yang tidak 

habis dalam pemakaian pinjam meminjam uang merupakan perjanjian 

kesenisuai dan riil. 

Dalam hal ini, Mariam Darus Badrulzaman berpendapat bahwa jika 

para pihak menyepakati semua unsur  perjanjian pinjaman, bukan berarti  

perjanjian pinjaman telah selesai. Yang baru saja terjadi adalah 

kesepakatan untuk menandatangani perjanjian pinjaman. Jika uang itu  

diserahkan kepada peminjam, maka akan dibuat suatu perjanjian kredit 

menurut pengertian hukum menurut Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata, Jilid III, Bab XIII.29 

Pasal 3 Undang-Undang Meminjam Uang Tahun 1938. S.1938 No. 

523 juga merumuskan pengertian perjanjian perjanjian pinjam meminjam 

uang : 

                                                             

 28Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pengertian Pinjam-Meminjam, 

Pasal 1754 
 29Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, alumni, Bandung, 

1989, hal. 68. 
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Yanig dimakisud dengan undang-undang ini den igan meminjam uang 

adialah setiap perj ianjian dengan mana dan ben ituk apapun juga, 

dimaksuidkan untuk menyed iiakan uang dan menyierahkan secara langsung 

atau tidak langsiung kedalam kekuasaan pem iinjam, dengan kewiajiban 

pemi injam untuk meluna iskan hutanignya sesu idah suatu jangka waktu 

tertentu sekali igus ataupun secara me incicil, yaitu dengan mem ibayar uang 

yang sama besarn iya atau yang lebih besar ata iupun dengan menye irahkan 

benda atau bebierapa benda. 

Titik to ilak ketentuan perja injian terse ibut adalah menge inai pengertian 

perjanjian pinjam memi injam uang yang mel iiputi unsur-unsur presitasi, 

imba ilan presitasi, suatu jangka waktu tete intu dan bunga yang masing-

masiing diatur den igan undiang-undaing itu. 

Sebagiaimana halnya perja injian pada umum inya perja injian pinijam 

meminijam yang dibuat oleh para pihak harus me imenuhi persya iratan yang 

ditentuikan undang-undang. Hal ini sesuai dengian pendapat Abdul Kadir 

Muhamimad yang mengatakan bahwa “Perjanjian yang sah adalah 

perjanji iann yang syarat-syaratnya telah ditenitukan dalam undang-undang 

sehinigga dapat diakui oleh hukum (Legally Conchide)” Perjan ijian pi injam 

memiinjam baru dapat dikat iakan sah dan meningikat serta memp iunyai 

kekuatan hukum, apabi ila telah meme inuhi unsur sebagaim iana yang telah 

ditega iskan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dala im perjanj iian pinjam 

meiminjam uang yang dila ikukan oleh koperasi terd iapat salah satu pihak 

yaitu kopierasi sebagai pemberi pinja iman dan pihak lain yaitu peminja im 
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yaitu pene irima pinijaman. Pada saat ko iperasi mem iberikan sejumlah 

pinja iman kepada pemi injam maka saat itu pula terja idinya suatu pe irjanjian 

pinijam memin ijam uang atau suatu trans iaksi antara kop ierasi de ingan pihiak 

pemi injam.30 

Dailam memb ierikan pinja iman kepada pemi injam, koperasi 

meneta ipkan sejum ilah bunga yang harus ditan iggung oleh pemi injam. 

Buniga pinj iaman tersebut telah ditet iapkan secara tertulis oleh ko iperasi 

dialam suat iu suirat perj ianjian pinijam mem iinjam uang. 

Menigenai pinja iman uang denigan bunga Pasal 1765 KUH Perdata 

menyebuitkan bahwia “diperbiolehkan mem iperjanjikan bun iga atas pinj iaman 

uang atau lain ba irang yang telah mengh iabiskan karena pemaka iian.” 

Selanijutnya Pasal 1766 KUH Perd iata mene igaskan ba ihwa : 

Siapa yang te ilah men ierima pinjaman dan mem ibayar bunga yang 

telah tidak diperjanjikan tidak dapat menun itutnya kembali maupun 

menguranginya dari jumlah pokok, kecuali apabila bunga yang dibayar itu 

melebihi bunga menurut undang-undang, dalam hal mana uang yang telah 

dibayar dikurangkan dari jumlah pokok. 

Pembayaran bunga telah sudah dibayar tidak diwajibkan seberutang 

untuk membayarnya seterusnya, tetapi bunga yang telah diperjanjikan 

harus dibiayar sam ipai ada pengem ibalian atau penetipan uang pokoknya, 

biarpun penge imbalian atau pen iitipan ini telah dilak iukan setelah atau 

                                                             

 30abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT. Citra 

aditya Bakti, Cetakan ke III, 2000, hlm. 224 
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lewatinya waku hutanignya dapat ditagih.31 

2. Unsur-Unsur Pinjam Meminjam 

Berdasarkan pengertian dari pinjam meminjam diatas selanjutnya 

dapat dijelaskan dibawah ini beberapa unsur yang terkandung dalam suatu 

perjanjian pinjam meminjam diantaranya : 

a) Adanya para pihak 

Pihiak perta ima me imberikan prest iasi kepiada pihak lain suatu ju imlah 

tert ientu barang-barang dengan syarat bahw ia pihak kedua ini akan 

menge imbalikan seju imlah yang sama dari ma icam dan kead iaan yang 

sama pula. 

b) Adanya persetujuan 

Dimiana piha ik pert iama dan kedua mem ibuat perja injian bersam ia yang 

menyanigkut dengan waktu, kewaijiban dan hak-hak ma ising-maising 

yang dituangikan dalam bent iuk perja injian 

c) Adanya seju iimlah bara ing tertentu 

Bara ing terse ibut diperc iayakan dari ipihak pe irtama kepada piihak kedua 

d) Adanya pengembalian Pinjaman 

Bahiwa pihak ked iua akan menyierahkan sejum ilah terte intu barang-

barang kepa ida pihak yang perta ima. 

3. Pengertian Perjanjian Pinjam-Meminjam Online 

  Pinjaman Online termasuk dalam jenis fintech lending yang 

merupakan pinjaman berbasis teknologi informasi dan berperan dalam 

                                                             

 31 M. Syaiful Islam, Pinjam Meminjam, 2012, 

https://www.kompasiana.com/kamedunt/5517dddea333114c07b661ec/pinjam-

meminjam,   diakses pada tanggal 02 Desember 2021, pukul 07.00 WITA 
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inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang 

memungkinkan pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman 

(debitur) melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu 

secara langsung.32 

4. Pengertian Kredit 

Istilah kredit berasal dari bahasa latin “credere” yang kesemuanya 

berarti kepercayaan.33 Dapat dikatakan bahwa kreditor dalam hubungan 

perkreditan dengan debitor mempunyai suatu kepercayaan, bahwa debitor 

dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat 

mengembalikan atau membayar kembali kredit yang bersangkutan. 34 

Dengan demikian, dasar dari pada kredit adalah kepercayaan. Dilihat dari 

perspektif ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran 

karena pengembalian atas penerimaan uang dana atau suatu barang tidak 

dilakukan bersamaan pada saatnya menerima, melainkan pengembaliannya 

dilakukan pada masa tertentu yang akan datang.35 

Bebe irapa pakar juga menge imukakan mengienai penidapat mengienai 

definiisi kre idit:  

Meniurut H.M.A Savelb ierg menyiatakan bah iwa kre idit memp iunyai 

                                                             

 32 Farrah Putri affifah, Pinjaman Online, 2021,  

https://www.tribunnews.com/nasional/2021/10/15/apa-itu-pinjaman-online-ini-

penjelasan-cara-cek-dan-langkah-aman-penggunaannya#, diakses pada tanggal 

02 Desember 2021, pukul 07.00 WITA 

 33 Rachmadi Usman, aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT 

Gramedika Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 236 . 

 34Ibid 
 35 Johannes Ibrahim, Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya 

Penyelesaian Kredit Bermasalah, PT Refika aditama, Bandung, 2004, hlm. 17. 
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dasar bagi setiap peri ikatan (verbintenis) dima ina seorang berh iak menuintut 

sesuat iu dari orang seba igai ja iminan, dim iana seoirang menyierahkan sesua itu 

dari orang lain den igan tujuian untuk mempe iroleh kem ibali apa yang 

dise irahkan itu.  

Menurut Mr. J.A Levy meru imuskan arti hu ikum dari kredit yaitu 

menye irahkan secara suk iarela seju imlah uang untuk diper igunakan secara 

bebias oleh pen ierima kre idit. Pene irima kredit ber ihak mempe irgunakan 

pinjama in itu untuk keuntun igannya dengian kewa ijiban mengem ibalikan 

juml iah uang pinijaman itu di bela ikang hari.36 

Menurut O.P. Simorangkir, kredit adal iah pem iberian presitasi 

(misalnya uang, barang) de ingan balas presitasi (kontra prestasi) akan 

terja idi pada wak itu presta isi uang, maka tran isaksi kre idit menyan igkut uang 

sebiagai alat kredit yang menj iadi pembiahasan. Kredit berf iungsi kopieratif 

antara pemberi kredit dan pene irima kredit atau an itara kreditor dengan 

debitor. Mere ika menarik keuntuingan dan saling menan iggung risiko. 

Singka itnya kredit dalam arti luas berdasar ikan atas komp ionen-koimponen 

keperc iayaan, risi iko dan pertuikaran ekoinomi dima isa menidatang.37 

Penge irtian kre idit secara tegas tertu iang dala im ketentua in Pasal 1 

angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebaga iimana te ilah diubiah 

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selan ijutnya disebut UU 

Perbankan) yang menyeb iutkan kredit adalah penyed iiaan uang atau tagihan 

                                                             

 36Ibid, hlm. 17 
 37Johannes Ibrahim, Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif 

dalam Perjanjian Kredit Bank ( Perspektif Hukum dan Ekonomi), Mandar Maju, 

Bandung, 2004, hlm. 10. 
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yang dapat dipers iamakan dengan itu, berdasa irkan persetuijuan atau 

kesepa ikatan pinjam-meminijam antara bank denga in pihak lain yang 

mewaji ibkan pihak pem iinjam melu inasi utangnya sete ilah jan igka waktu 

dengan pemb ierian bunga. 

C. Tinjauan Umum Tentang Fintech(Financial Technology) 

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi kini menjadi bagian 

yang tidak terpisahkan dari masyarakat, terutama di kota-kota besar, termasuk 

Indonesia. Penggunaan teknologi memberikan banyak  kemudahan dalam 

segala aktivitas dengan akses yang begitu cepat. Salah satu perkembangan 

teknologi di Indonesia saat ini  adalah financial technology (Fintech).38 

1. Pengertian Fintech 

Tentang peminjaman berbasis online untuk jasa keuangan atau biasa 

disebut fintech. Fintech adalah pemanfaatan teknologi dalam sistem 

keuangan untuk menciptakan produk, layanan, teknologi, dan/atau model 

bisnis baru, stabilitas keuangan, stabilitas sistem keuangan, dan/atau 

efisiensi, kelancaran, yang dapat mempengaruhi keamanan dan keandalan. 

Sistem pembayaran. Perkembangan Fintech terbukti memberikan manfaat 

bagi konsumen, agen, dan perekonomian nasional, namun juga memiliki 

potensi risiko yang  dapat mengganggu sistem keuangan jika tidak 

dimitigasi dengan baik.39 

  

                                                             

 38 Ratnawaty Marginingsih, analisis SWOT Technology Financial 

Terhadap Industri Perbankan, Cakrawala-Jurnal Humaniora, Volume 19, Nomor 

1, 2019 

 39Dedi Rianto Rahadi,Op. cit, Financial Technology,  hlm. 14 
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2. TujuanFintech 

Fintech bertiujuan untuk memu idahkan masya irakat dalam me ilakukan 

tranisaksi keua ingan secara online, meningkiatkan lite irasi keuiangan, dan 

mewujuidkan inklusi keua ingan di Indoniesia. Financial Technology 

(Fintech) merupa ikan bent iuk pene irapan tekn iologi inforimasi di bid iang 

keuanigan saat ini. Berba igai mo idel keuangan, dimiulai pert iama kali pada 

tahun 2004 oleh Zopa, yaitu inst iitusi keua ingan di Inggris yang 

menjala inkan jasa peminja iman uang. Kemud iian moidel keua ingan baru 

melalui peran igkat lunak Bi itcoin yang diga igas oleh Sato ishi Nakamoto 

pada tahun 2008. Dal iam perspiektif sejarah, koinsep inti dari 

penge imbangan Fintech sebe inarnya tidak bisa dilepas ikan dari aplikasi 

konsep peer-to-peer (P2P) yang diguinakan oleh Napster pada tahun 1999 

untuik music sharing.40 

3. Bentuk – bentuk Fintech41 

a) Crowdfunding dan Peer to Peer Lending(P2P Lending) 

Fintech di kategori ini berfu ingsi untuk mempe irtemukan para 

invest ior dengian penca iri modal.  

Crowdfunding dapat digun iakan untuk men iggalang dana untuk 

tujuian sosial, seperti korban benca ina alam, pendaniaan karya dan 

seba igainya secara online.  

Sement iara itu, P2P Lending adialah meruipakan model 

pemibiayaan berb iasis tekn iologi fin iansial yang men iijadi solusi 

                                                             

 40Ibid, hlm. 8 

 41Ibid, hlm. 53 
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pembia iyaan dengan cara ya ing efiektif dan efisien, salah sat iunya 

adalah pinj iaman online. 

b) Market Aggregator  

Di kategiori ini, Fintech berpe iran sebagai pemb ianding berbagai 

proiduk keuanigan, dimana Fintech akan mengu impulkan diata fina insial 

seibagai refer iensi oleh penggu ina.Misalnya, jika seoriang konsuimen 

ingi in menca iri prodiuk asuriansi, konsuimen tersebut dapa it membierikan 

data fina insial pribadi ke platformFintech dan platform tersiebut akan 

mencoc iokkan data konsiumen dengan prod iuk asuriansi yang sesuai 

denigan kebutuihannya. 

c) Risk and Investment Management 

Fintech yang bergierak di bidang ini ber ifungsi untuk memban itu 

konsum ien melakukan perenca inaan keuiangan digital. Selain 

manaje imen risiko dan invest iasi, terdiapat juga manaj iemen aset yang 

mengurius operasi ional suatu usaha agar lebih praktis.  

d) Payment, Settlement dan Clearing 

Jenis Fintech yang tergiolong di di kat iegori ini adalah 

pemba iyaran (payments) sep ierti payment gateway dan e-wallet. 

Payment Gateway meruipakan pienghubung anitara pelangigan dan e-

commerce yang difokiuskan pada sistem pemb iayaran. Kemu idian ada 

uang elek itronik yang merup iakan instru imen pemba iyaran bel ianja, 

tagihian dan lain inya dalam bentu ik aplikiasi. 
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D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum 

1. Pengertian Perlindungan Hukum 

  Secara terminologis, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai 

gabungan dari  dua pengertian “perlindungan” dan “hukum”. KBBI 

mengartikan perlindungan sebagai perlindungan atau tindakan. Dalam hal 

ini, undang-undang dapat diartikan sebagai peraturan yang mengikat 

secara resmi, atau praktik yang disetujui oleh gubernur atau pemerintah. 

  Dengan mengacu pada pengertian tersebut, maka perlindungan 

hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi suatu pemerintah 

atau badan dengan seperangkat peraturan yang ada. Singkatnya, 

perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri yang 

memberikan perlindungan. 

  Menyimpang dari pengertian sederhana ini, Glosarium Hukum 

mendefinisikan perlindungan hukum sebagai peraturan wajib yang 

menentukan perilaku manusia dalam  masyarakat. Aturan-aturan ini 

dikeluarkan oleh otoritas publik di yurisdiksi Anda, dan pelanggaran 

aturan ini akan menyebabkan tindakan balasan. 

2. Tinjauan Umum Tentang Teori Perlindungan Hukum 

  Banyak teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh para 

ahli. Beberapa dari mereka adalah: 

  Pertama, teori  Philipus M Hadjon. Hajon menyatakan bahwa 

perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, 

serta pengakuan terhadap hak asasi manusia badan hukum, berdasarkan 
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ketentuan hukum tentang kesewenang-wenangan. 

  Selain itu, Hajong membedakan dua bentuk perlindungan hukum 

bagi masyarakat: perlindungan profilaksis dan perlindungan represif. 

Perlindungan hukum adalah hak semua orang. Untuk mempelajari lebih 

lanjut tentang hak ini, mari kita lihat apa artinya, sebuah contoh, dan 

bagaimana mendapatkannya. 

  Preemptive protection artinya masyarakat diberi kesempatan untuk 

memberikan komentar sebelum keputusan pemerintah difinalisasi untuk 

menghindari konflik. 

  Kedua, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan 

konflik. Perlindungan hukum adalah  jaminan negara yang memungkinkan 

semua pihak untuk menggunakan hak dan kepentingan hukumnya sebagai 

badan hukum. 

  Kedua,  teori Satjipto Rahardjo diilhami oleh tujuan hukum yang 

dikemukakan oleh Fitzgerald. Menurut Fitzgerald, tujuan hukum adalah 

untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan masyarakat dan 

berkoordinasi dengan mengatur perlindungan dan pembatasan kepentingan 

tersebut. 

  Berdasarkan konsep tersebut, Rahardjo mendefinisikan 

perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan diri sendiri 

dengan mengaitkan hak asasi manusia dengan kekuasaan  untuk bertindak 

dalam konteks kepentingan tersebut. 

  Ketiga, menurut teori Soecant, perlindungan hukum  pada dasarnya 
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adalah perlindungan yang diberikan kepada badan hukum dalam bentuk 

upaya hukum. Selain peran aparat penegak hukum, Soekant menjelaskan  

ada lima hal lain yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum dan 

perlindungannya. 

a. Faktor Unidangunidang adalah aturan tertulis universal yang 

ditetapkan oleh otoritas yang sah.  

b. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam 

penegakan hukum langsung dan tidak langsung. 

c. Faktor  atau entitas yang mendukung penegakan hukum (seperti)  

Peralatan yang memenuhi syarat atau sesuai.  

d. Faktor masyarakat, lingkungan dimana hukum itu ditegakkan dan 

ditegakkan. Diyakini bahwa menerima hukum yang berlaku di 

masyarakat adalah kunci perdamaian.  

e. Faktor budaya: kerja, kreativitas, dan rasa memiliki didasarkan pada 

prakarsa manusia dalam menjalani kehidupan. 

3. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum 

  Perlindungan hukum  Indonesia terungkap dengan hadirnya 

berbagai peraturan perundang-undangan. Ada berbagai jenis atau kategori 

perlindungan. Misalnya, ada perlindungan hukum seperti perlindungan 

hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, dan perlindungan anak. 

  Perlindungan warga negara secara implisit tercermin dalam KUH 

Perdata. Perlindungan korban atau luka diatur dalam hukum perdata dalam 

bentuk ganti rugi. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang 
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menyatakan bahwa seseorang yang menyebabkan kerugian secara 

melawan hukum harus mengganti kerugian yang diakibatkannya.  

4. Peran Perlindungan Hukum 

  Peran penting dalam perlindungan dan penegakan hukum. Ini tidak 

lebih dari menjamin bahwa korporasi memperoleh semua hak. Jika hak ini 

dilanggar, keberadaan perlindungan hukum dapat memberikan 

perlindungan penuh kepada badan hukum  korban. 

  Upaya perlindungan hukum telah dilakukan melalui 

pengembangan berbagai undang-undang dan kebijakan.  

 Namun, sejauh ini perlindungan tersebut belum optimal. Hal ini terkait 

dengan upaya penegakan hukum. 

 Tanpa kekuatan hukum, tidak ada perlindungan hukum.  Keduanya 

terkait dan tidak dapat dipisahkan.  Perlindungan hukum  adalah alat, dan 

penegakan hukum adalah langkah untuk mewujudkannya. 

  Simanjuntak telah mengembangkan empat unsur perlindungan 

hukum. Tindakan perlindungan dapat disebut perlindungan hukum jika 

terpenuhi faktor-faktor berikut: 

a. Adanya perlindungan pemerintah terhadap warga negara.  

b. Kami menjamin kepastian hukum. 

c. Hal ini terkait dengan hak-hak warga negaranya.  

d. Sanksi disiplin bagi  yang melanggar  

5. Upaya Memperoleh Perlindungan Hukum 

  Sebagaimana diatur dalam Pasal 28D  (1) UUD 1945, setiap orang 



44 
 

  

berhak atas perlindungan hukum, setiap orang diberikan dihadapan hukum 

dan berhak atas jaminan perlindungan hukum yang sama. 

Untuk mendapatkan perlindungan hukum, seseorang dapat 

melaporkan segala bentuk kejahatan atau tindakan yang merugikan polisi. 

Polisi memiliki wewenang dan tugas untuk melindungi warga negara. 

  Hal ini diatur dalam Pasal 5  (1) UU Kepolisian, dimana 

Kepolisian Negara Republik Indonesia  berperan dalam memelihara 

keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan 

melindungi masyarakat, tempat berlindung dan pelayanan yang 

bersangkutan. memenuhi hal di atas. Agar negara tetap aman di tengah 

masyarakat. 

E. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen 

1. PengertianPerlindunganKonsumen 

Perlindiungan terihadap konisumen san igat terikait den igan adaniya 

perlinduingan hukum, perlinidungan konisumen mempu inyai bebierapa asipek 

hukuim yang menyan igkut sua itu mat ieri untuik mendapat ikan perlind iungan 

ini bukan seke idar perlindiungan fisik melai inkan Hak-hak konisumen yang 

bersiifat abstr iak. 

Pengiertian Perl iindungan Konsum ien meniurut Pasal 1 angka (1) 

Unidang-und iang Perl iindungan Kons iumen Nomer 8 Tahun 1999 yakni:  

“Perilindungan konsu imen adalah segiala upaya yang menjami in 

kepastia in hukium untuk memb ieri perlinidungan kepada konsiumen.” 42 

                                                             

 42Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 
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Ungkapan pengertian  perlindungan konsumen di atas merupakan 

upaya untuk menjamin  kepastian hukum. Diharapkan sebagai bentuk 

penghapusan perilaku sewenang-wenang yang hanya dapat merugikan 

pelaku usaha untuk kepentingan konsumen.  

Hak-hak yang ditegakkan diharapkan seimbang dengan melindungi 

konsumen, menjamin barang dan jasa, serta menciptakan perekonomian 

yang sehat bagi pelaku ekonomi tanpa merugikan konsumen.  

“Menurut Business English Dictionary, perlindunigan konsuimen 

adalah protecting consumers against unfair or illegal traders.”  

Sehinigga perlindiungan konsuimen adal iah istilah yang dipa ikai untuk 

menggiambarkan suatu perlin idungan hukum yang diberik ian kepa ida 

konsiumen dalam usahianya untuk mem ienuhi suatu kebut iuhannya dari hal-

hal yang bisa merugi ikan konsiumen itu sendiri. Und iang-undang 

perlinduingan konsuimen menyat iakan bahwa, perlindiungan konisumen 

adalah suatu upaya huk ium yang menja imin adanya kep iastian huk ium untuk 

meimberi perlind iungan kepiada konsuimen.  

 Menurut Az. Nasution, UU Perlindungan Konsumen merupakan 

bagian dari UU Konsumen yang didalamnya memuat asas atau aturan yang 

melindungi kepentingan konsumen, dan UU Konsumen adalah  hubungan  

antara berbagai pihak yang terkait dengan barang atau jasa konsumen 

Indonesia. hukum yang mengatur masalah tersebut. Dalam kehidupan 

sosial. Namun ada pula yang berpendapat bahwa hukum perlindungan 

konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen 
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mencakup berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan kepentingan 

konsumen, beberapa di antaranya adalah aspek perlindungan. Misalnya 

bagaimana melindungi hak konsumen dari campur tangan pihak ketiga.43 

AZ Nasution juga merumuskan bahwa konsumen sesungguhnya 

dapat dibagi dalam tiga bagian terdiri atas:  

a) Kon isumen dalam arti adal iah setiap pem iakai, pengg iuna dan 

pemanfiaatan barang dan jasa utntuk tuj iuan tertentu. 

b) Konsiumen ant iara adalah setiap pem iakai, penggu ina barang atau jasa 

diguniakan untuk mem ibuat barang dan jasa untiuk tujuan kom iersial. 

Konsuimen antara ini sama dengan pelaku usaha.  

c) Konsiumen akhir adalah setiap pema ikai atau pengg iuna sendiri, 

keiluarga dan tidak untuk diperda igangkan.44 

2. Ruang Lingkup Perlindungan Konsumen 

Perlindungan konsumen dimulai pada tahap kegiatan untuk 

menyediakan barang dan jasa, dan mencakup berbagai bidang, termasuk 

perlindungan konsumen atas barang dan jasa, mulai dari penggunaan 

barang dan jasa tersebut hingga konsekuensinya.  

Ruang lingkup perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam 

dua aspek, yaitu: 

a) Perlinduingan konisumen terhadap kemungki inan barang yang 

diseraihkan kepada konsu imen tidak sesuai dengan apa yang telah 

                                                             

 43Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, Diah Media, Jakarta, 

2001, hlm. 11-12 

 44Ibid, hlm 13 
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disepiakati.  

b) Perlindiungan terhadap diberlaku ikannya syarat-sayarat ya ing tidak adil 

kepada konsiumen. 

3. Tujuan Perlindungan Konsumen 

Undang-undang perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia 

memiliki dasar hukum yang  ditetapkan oleh pemerintah. Ada dasar 

hukum yang jelas. Perlindungan hak-hak konsumen dapat diupayakan 

sepenuhnya secara optimis.  UU Perlindungan Konsumen diatur dengan 

UU No. . 19998 tentang perlindungan konsumen.  Pasal 1 (1) Dalam 

UUPK, perlindungan konsumen selalu merupakan upaya untuk menjamin  

kepastian hukum untuk memberikan perlindungan  konsumen dengan 

mengorbankan hak-hak konsumen.45 

4. Hak dan Kewajiban Konsumen 

Pengertian bahwa perlindungan konsumen menyangkut perlindungan 

(hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya  memperoleh 

barang dan jasa terhadap kemungkinan kerugian yang timbul dari  

penggunaannya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat 

dikatakan sebagai undang-undang yang mengatur tentang  perlindungan  

konsumen yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhannya sebagai 

konsumen. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

mengatur tentang hak dan kewajiban produsen serta bagaimana 

                                                             

 45 Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, (Visimedia, 

Jakarta, 2008), hlm. 4 
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perlindungannya.46 

Sebiagai pem iakai ba irang dan/atau jasa, konsumien mem iiliki sejuimlah 

hak dan kewaj iiban. Penget iahuan tent iang hak-hak konisumen sangat 

peniting agar masyiarakat bisa ber itindak sebagai konsum ien yang kritis dan 

manidiri. Tujua innya apa ibila terj iadi suiatu tinda ikan yang tidak adil 

terhiadapnya, maka secara spon itan ia akan dapat men iyadari hal tersiebut 

lalu segera mengiambil tind iakan untuk memp ierjuangkan hak-haknya. 

Denigan kata lain, ia tidak hanyia akan be irdiam diri ketika menya idari 

bahiwa hak-haknya telah dilan iggar oleh pielaku usaha. Instrum ien pera ituran 

nasiional yang menga itur mengenai hak dan kewaji iban konsiumen ialah 

UUPK. Adapiun hak-hak koinsumen diatur UUPK Pasal 4, sebagai berikut: 

a) Hak atas kenyaman ian, keam ianan, dan kesel iamatan dalam 

mengonsuimsi bara ingdan/ataujasa; 

b) Hak untuk me imilih dan me indapatkan bara ing dan/atau jasa sesu iai 

dengian nilai tu ikar dan koindisi serta jamin ian yangdija injikan; 

c) Hak Atas Informasi Yang Benar, Jelas Dan Jujur Mengenai Ko indisi 

Dan Jami inan Baranig Dan/Ataujasa; 

d) Hak Untuk D iidengar Penda ipat Dan Kelu ihannya Atas Ba irang 

Dan/Atau Jasa Yang Dig iunakan; 

e) Hak Untuk Mendap iatkan Advo ikasi, Perlinduingan, Dan Upaya 

Penyele isaian Sengketa Perli indungan Konsuimen Sec iarapatut; 

f) Hak untuk mendiapat pemb iinaan dan pendid iikan koinsumen; 

g) Hak Untuk Di iperlakukan Atau Dilayiani Secara Benar Dan Jujur Se irta 

Tidak Diskrim iinatif; 

h) Hak unt iuk menda ipatkan kom ipensai, ganti rugi, dan/atau penggiantian, 

                                                             

 46Miru ahmadi dan Yodo Sutarman,  Hukum Perlindungan Konsumen,  

(jakarta,  Raja Gratindo Persada, 2008) hlm 1 
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apiabila barang dan/atau jasa yang diterim ia tidak sesua ii dengan 

perjanji ian atau tidak sebagai imana mestinya; 

i) Hak-hak yang d iiatur dalam keten ituan per iaturan perundiang-undiangan 

laininya 

Adapun mengenai kewajiban konsumen dijelaskan dalam Pasal 5 

UUPK, yakni : 

a) membiaca atau mengiikuti petun ijuk infor imasi dan prose idur pem iakaian 

atau pemanfaa itan barang dan/atau jasa, demi keam ianan dan 

kesel iamatan; 

b) beriitikad baik dalam melaku ikan transiaksi pemb ielian barang 

dan/ataujasa; 

c) memba iyar sesiuai denga in nilai tukar yang disepa ikati; 

d) menigikuti upaya penyeles iaian hukium sengiketa perli indungan 

konsiumen secara patut.47 

F. Tinjauan Umum Terhadap Penyelesaian Sengketa dan Sengketa 

Konsumen 

1. Pengertian Sengketa dan Sengketa Konsumen 

 Istilah sengketa dan sengketa sering digunakan secara bergantian, namun 

pada kenyataannya kedua istilah tersebut memiliki karakteristik yang 

berbeda. Tidak semua konflik menimbulkan konflik. Sebaliknya, semua 

konflik adalah konflik.48 Dalam penelitian psikologis, ada jenis konflik 

psikologis non-litigasi. Ini berbeda dengan definisi konflik, yang 

didefinisikan sebagai terjadinya bersama dua atau lebih efek atau 

                                                             

 47Ibid, hlm. 1 

 48  Eman Suparman, Jurisdiksi Pengadilan Negeri Terhadap Forum 

arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Berdasarkan Undang-undang 

Nomor 30 Tahun 1999, Laporan Hasil Penelitian, Dana DIK UNPaD 2003, hal. 

2-3 
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motivasi yang berlawanan. Konflik yang sebenarnya biasanya 

menyebabkan krisis mental dan tidak dapat dibedakan dengan konflik 

mendasar yang disebabkan oleh masa kanak-kanak. Dalam bidang 

sosiologi dikenal juga konflik kelompok.49 

Laura Naider dan Harry Tood membedakan istilah perselisihan dari 

perselisihan. Bahkan sengketa itu sendiri dapat membedakan antara pra-

konflik (pre-conflict) dan sengketa (conflict). Nader dan Todd 

menjelaskan bahwa sengketa adalah sengketa yang hanya melibatkan dua 

pihak, sedangkan sengketa adalah sengketa antara dua pihak atau lebih, 

bersifat terbuka, dan  melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaiannya.50 

Konflik atau perselisihan berasal dari  kata bahasa Inggris 

“conflict”. Ini berarti perselisihan, perselisihan, perselisihan, atau 

perselisihan. Suatu konflik atau perselisihan timbul antara dua pihak atau 

lebih mengenai sesuatu. Komunitas saat ini dihadapkan pada berbagai 

tindakan penyelesaian sengketa, tergantung pada kepentingan mereka 

dan pemenuhan kebutuhan dasar yang terkait dengan sengketa atau 

sengketa itu sendiri. Perselisihan atau perselisihan dapat diselesaikan 

melalui mekanisme yudisial, non-yudisial, dan advokasi.51 

 Menurut B.N., Marbun menimbulkan perbedaan pendapat, 

                                                             

 49 Abu Rohmad, “Paradigma Resolusi Konflik agraria”, (Semarang: 

Walisongo Press, 2008), hal. 9 
 50 ahmad ali, “Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan”, 

(Jakarta: Iblam, 2004), hal. 63. 

 51 Rachmad Syafa’at, “Mediasi dan advokasi Konsep dan 

Implementasinya”, (Malang: agritek YPN Malang Kerjasama dengan SOFa 

Press, 2006), hal. 33. 
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perbedaan pendapat, dan perselisihan yang dapat berujung pada 

perselisihan atau proses hukum.52 Sedangkan J.C.T. Simorangkir, et.Al. 

memberikan pengertian sengketa adalah persoalan atau perkara.53 

 Da iri bebierapa defi insi di atas, tam ipak ba ihwa koniflik seri ing dis iebut 

dalam kaji ian sosioilogis, sedan igkan d ialam kaji ian huikum dan antrop iologi 

fokius pada isitilah sengk ieta. Sengk ieta huku im menijadi isti ilah baku dala im 

ilimu hukum, khiususnya yang terkait den igan kasus-kasus peridata untuk 

membiedakan dengan ti indak pida ina dalam perkara pid iana.  

 Sengiketa adalah suatu feno imena yang uni iversal yang dapat 

dijum ipai pada setiap masyiarakat dengan semu ia latar bela ikang. 

Bagaim iana senigketa tersebut diseles iaikan, tidak ada suatu ben ituk yang 

seragiam, artinya pihak yang berseng iketa dapat melak iukan berbagiai 

pilihian tinda ikan denigan tuijuan agar sengiketa tersiebut dapat 

diselesiaikan.54 

 Cristoper W. Moore, membe idakan sengiketa me injadi 2 (dua), yaitu 

seba igai berikut:55 

a. Perselisihan atau perselisihan yang tidak realistis, yaitu ketika para 

pihak berpura-pura menjadi perselisihan ketika tidak ada kondisi 

                                                             

 52B.N. Marbun, ”Kamus Hukum Indonesia”, Cetakan I, (Jakarta: Pustaka 

Sinar Harapan, 2006), hal. 285. 

 53J.C.T. Simorangkir, et.al, ”Kamus Hukum”, Cetakan ke-5, (Jakarta: 

Bumi aksara, 1995), hal. 157. 

 54Kurniawan, ”Hukum Perlindungan Konsumen, Problematika Kedudukan 

dan Kekuatan Putusan BPSK”, (Malang: UB Press, 2011), hal. 44. 

 55Cristoper W. Moore, “The Mediation Process: Practical Strategies for 

Resolving Conflict”, (Edisi Kedua), (San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 

1996), hal. 162. 
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obyektif untuk kelanjutan perselisihan.  

b.  Konflik yang realistis sebenarnya muncul dari konflik kepentingan.  

 1999 UUPK No. 8 disebutkan bahwa sengketa konsumen 

merupakan bagian dari pemerintah negara yang bertanggung jawab untuk 

menyelesaikan sengketa antara pengusaha dan konsumen, dalam hal ini  

BPSK. Pasal 1 (11) UUPK menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 

“sengketa konsumen” adalah perselisihan antara pedagang dengan 

konsumen. 

2. Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia 

 Pada tahun 1999, Pemerintah Indonesia mengumumkan Undang-

Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) 1999 No. 

30 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999 No. 8  

(selanjutnya disingkat UUPK). Sejak itu, beberapa undang-undang lain 

telah diundangkan, termasuk Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai 

Alat Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan di Indonesia.  

 Pasal 45  (2) UUPK menyatakan bahwa penyelesaian sengketa 

konsumen dapat dilakukan secara yudisial atau di luar hukum, 

berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Sedangkan  

Pasal 47 UUPK menyepakati bahwa tujuan penyelesaian sengketa 

konsumen di luar pengadilan adalah bentuk dan besarnya ganti rugi 

dan/atau  tindakan tertentu untuk mencegah agar kerugian yang diderita 

konsumen tidak terulang kembali. mencapai. Atau kejadian itu tidak 

terulang. Untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, 
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BPSK dibentuk berdasarkan Pasal 49 UUPK. -pengadilan".  

 BPSK membentuk BPSK di Kota Medan, Kota Palembang, Kota 

Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota 

Yogyakarta dan Surabaya pada tahun 2001 dengan Keputusan Presiden 

Republik Indonesia No. 90. Kota, Kota Malang, Kota Makassar. 

Kemudian pada tahun yang sama (2001), Pemerintah menerbitkan 

Peraturan Menteri No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Misi 

dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui 

Menteri Perindustrian dan Perdagangan (BPSK).56 

 Berikut ini adalah Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK 

berdasarkan UUPK No. 8 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri 

Perdagangan dan Perindustrian No. 350/MPP/Kep/12/2001  sebagai 

berikut: 

a. Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

  Secara teknis, penerapan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(PSK) diatur dalam Pasal 15-17 Peraturan Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan Pasal 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Misi 

dan Kewenangan BPSK. Permohonan Penyelesaian Sengketa (PSK) 

diajukan oleh konsumen kepada BPSK secara lisan atau tertulis  

dalam hal konsumen dirugikan oleh pelaku usaha. Isi aplikasi 

Penyelesaian Sengketa Konsumen secara benar dan lengkap 

                                                             

 56 Kurniawan, Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK di 

Indonesia (Kajian Yuridis Terhadap Permasalahan dan Kendala-kendala BPSK), 

“Jurnal Hukum & Pembangunan Universitas Indonesia”, Tahun Ke-41 No. 3 Juli 

2011, hal. 337. 
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meliputi:  

1. Disertai dengan identitas dan bukti identitas konsumen, ahli 

warisnya atau penerima kuasanya.  

2. Nama dan alamat pengusaha.  

3. Barang atau jasa yang tidak puas.  

4.  Bukti pembelian, keterangan tentang lokasi, tanggal dan waktu 

pembelian barang atau jasa yang dikeluhkan.  

5. Saksi yang mengetahui gambaran pembelian barang atau jasa, 

dan dalam beberapa hal pelaksanaan kegiatan barang atau jasa. 

Setelah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa 

konsumen, akan dicatat oleh Sekretariat BPSK  sesuai dengan 

template yang ada.  

  Permohonan selanjutnya akan diberikan tanda tangan dan 

nomor registrasi, dan pemohon akan diberikan surat tanda terima 

permohonan penyelesaian sengketa konsumen. Permohonan 

penyelesaian sengketa konsumen akan ditolak jika:  

1) Tidak memuat persyaratan mengenai isi permohonan 

penyelesaian sengketa konsumen.  

2)  Bukan kewenangan BPSK untuk mengajukan gugatan. 

b. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK 

  Dalam kerangka alternatif penyelesaian sengketa, proses 

penyelesaian sengketa  konsumen BPSK- sangat sederhana dan 

sebisa mungkin menghindari suasana formal.  
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 Berikut ini  diuraikan prosedur penyelesaian sengketa 

konsumen BPSK. Ini terdiri dari tiga fase. 

1) Tahap Permohonan  

Persyaratan Pengaduan  

Konsumen yang terkena dampak pengusaha dapat 

mengajukan  penyelesaian sengketa konsumen di BPSK 

terdekat. Permintaan dapat dilakukan oleh konsumen yang 

terkena dampak, ahli warisnya, atau perwakilan resmi mereka. 

Permohonan dari ahli waris atau wakilnya yang sah dilakukan 

dalam hal-hal sebagai berikut:57 

1. Konsumen meninggal dunia  

2.  Konsumen sakit atau lanjut usia dan tidak dapat mengajukan 

pengaduan.  

3.  Konsumen belum mencapai usia legal (menurut 

KUHPerdata)  

4. Konsumen adalah orang asing.  

Permohonan yang diajukan melalui Sekretariat BPSK 

dapat dilakukan secara tertulis maupun  lisan. Untuk 

permohonan  tertulis, Sekretariat BPSK akan menerbitkan tanda 

terima kepada pemohon. Jika ada permintaan lisan sementara 

itu, Sekretariat BPSK akan mencatat permintaan dalam  format 

yang dirancang khusus. Selain itu, kantor BPSK akan mencatat 

                                                             

 57 Deperindag, Pedoman Operasional Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK). 2003, hal. 6. 
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permohonan  dan melampirkan tanggal dan nomor pendaftaran.  

Permintaan penyelesaian sengketa konsumen harus 

memuat informasi yang akurat dan lengkap sesuai dengan 

ketentuan Pasal 16 Menteri Perdagangan dan Perindustrian 

Republik Indonesia. Nomor 350MPP/Kep/12/2001:  

1. 1Nama dan alamat  konsumen, ahli waris atau penerima 

pengalihan, dan bukti identitas diri.  

2. Nama dan alamat pengusaha.  

3. Produk atau layanan yang Anda ajukan keluhannya.  

4.  Bukti pembelian (kwitansi, invoice, kwitansi, bukti lainnya).  

5. Informasi tentang dimana, kapan dan kapan memperoleh 

barang atau jasa.  

6. Seorang saksi yang mengetahui bahwa suatu produk atau jasa 

telah diperoleh.  

7.  Foto-foto kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

barang dan  jasa (jika ada).  

 Di lain pihak, Pasal 16  (2)  secara formal mengatur bahwa 

pemanggilan harus memuat hal-hal sebagai berikut:  

1. Hari, tanggal, waktu dan tempat sidang.  

2. Kewajiban pelaku ekonomi untuk memenuhi tuntutan 

penyelesaian sengketa konsumen (PSK)  

Apabila permohonan ternyata tidak lengkap (sesuai 

dengan ketentuan Pasal 16  di atas) atau apabila gugatan tidak 
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menjadi kewenangan BPSK, maka Kepala BPSK harus menolak 

permohonan tersebut. Jika permohonan diterima (jika 

persyaratan terpenuhi), konsumen dan pengusaha dapat memilih 

dan menyepakati metode mediasi, mediasi, atau mediasi.  

Tidak semua pengaduan konsumen dapat diterima oleh 

BPSK. Ada beberapa bentuk pengaduan yang tidak dapat 

diterima oleh BPSK:  

1. Pengaduan tidak disertai bukti yang benar.  

2. Tidak mengisi formulir pengaduan secara lengkap dan 

akurat.  

3. Sengketa yang bersangkutan bukan merupakan kewenangan 

BPSK.  

4. Pemohon bukanlah konsumen akhir.  

5. Gugatan kelompok;  

6. Pengaduan hukum; atau  

7. Pengaduan dari pebisnis.  

Pasal 26  (1) Kepmenpierintag No. 

350/MPP/Kep/12/2001 mengatur bahwa pemanggilan pelaku 

ekonomi peserta perundingan BPSK harus dilakukan secara 

tertulis oleh kepala BPSK. Meminta Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (PSK) dalam waktu 3  hari kerja setelah permohonan 

PSK diterima secara lengkap dan  memenuhi persyaratan Pasal 

16 Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 
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350/MPP/Kep/12/2001. 

2) Tahap Persidangan  

 Penyelesaian sengketa konsumen  BPSK  dibentuk 

berdasarkan undang-undang kepala BPSK dan dilaksanakan 

oleh Kongres dengan dukungan Panitera. 58  Majelis terse ibut 

harus berjum ilah ganjil dan palin ig sedikit ter idiri dari 3 (tiga) 

anggota BPSK yang mewa ikili unsur Pem ierintah (sebagai ketua) 

dan unsur konsiumen dan pela iku usaha sebiagai angg iota. 59 

Sedanigkan Panit iera dituinjuk dari anggoita Sekretariat BPSK.60 

 Jika perm iohonan diteri ima, maka Ketua BPSK har ius 

memangigil pela iku usaha seca ira tert iulis dise irtai de ingan sal iinan 

permohoinan dari konsiumen, selam ibat-lamba itnya 3 (tiga) hari 

kerja sejak permo ihonan penye ilesaian sen igketa konisumen 

diteri ima secara benar dan lengkap. Un ituk kepierluan 

pemaniggilan pelak iu usaha terse ibut, dibiuat surat pangigilan yang 

mem iuat: hari, tanggal, jam dan temapat persi idangan serta 

ke iwajiban pelaku usaha untuk mem iberikan surat jawiaban 

terhadiap penyelesaian sengketa ko insumen dan disampa iikan 

selamb iat-lambatnya pada hari ke-7 (ketujuh) terhi itung sejak 

diterima inya permohionan oleh BPSK.61 

                                                             

 58 Deperindag, Pedoman Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK). 2002, hal. 22. 

 59UUPK. No.8 Tahun 1999, Pasal 54 ayat (2). 

 60Deperindag, Op.Cit., hal. 23. 

 61Ibid. 
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 Pasal 52 ayat (4) UUPK jo. Pasal 26 sa impai Pasal 36 SK 

Menpe irindag No. 350/MPP/Kep/12/2001, menj ielaskan ba ihwa 

pena ingan dan pe inyelesaian seng iketa konsiumen mel ialui Bada in 

Penyelesiaian Sengk ieta Konsiumen (BPSK) dila ikukan de ingan 3 

(tiga) cara, yaitu:  

a) Persidangan dengan cara Konsiliasi 

 Penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase 

dipimpin oleh satu pihak atau lebih, tetapi majelis BPSK 

bersifat pasif.  BPSK DPR bertindak sebagai mediator 

antara para pihak yang bersengketa. Ketua BPSK adalah 

orang yang berwenang  menetapkan siapa saja staf dalam 

proses arbitrase, sebagai ketua DPR yang berasal dari unsur 

pemerintah atau sebagai anggota DPR dari unsur konsumen 

dan ekonomi. elemen.  

 Dalam penyelesaian arbitrase, arbiter 

mengklarifikasi masalah yang muncul dan langkah-langkah 

antara para pihak. Namun posisinya kurang agresif 

dibandingkan dengan posisi mediator dalam memberikan 

pilihan penyelesaian sengketa. Arbitrase berarti koeksistensi 

para pihak di mana kepentingan akhirnya bertemu 

(konvergensi) dan kemudian mencapai kesepakatan yang 

memuaskan bagi kedua belah pihak (pengukuran niat baik). 

Rekonsiliasi  secara tidak langsung mengungkapkan rasa 
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persatuan antara pihak-pihak yang berkonflik, yang dulunya 

bersahabat atau terpecah belah, dan sekarang menjadi 

konflik/kontroversi. Pandangan yang berbeda dari para 

pihak harus ditangani dengan hati-hati.  

 Pasal 28 Kepmenperindag No. 

350/MPP/Kep/12/2001 menyebutkan bahwa parlemen 

(mediator) mempunyai kewajiban sebagai berikut dalam 

menyelesaikan suatu sengketa melalui mediasi.  

1. Memanggil konsumen dan pelaku ekonomi yang 

disengketakan.  

2. Panggil saksi dan ahli sesuai kebutuhan.  

3. Menyediakan forum untuk perselisihan antara konsumen 

dan operator ekonomi.  

4. Menjawab pertanyaan dari konsumen dan pelaku usaha 

mengenai undang-undang dan  peraturan perlindungan 

konsumen.  

 Selama  penyelesaian sengketa,  bukti (barang 

dan/atau jasa, keterangan para pihak, saksi dan/atau 

keterangan  ahli, surat dan/atau dokumen, dan bukti 

pendukung lainnya diberikan oleh Kongres atas permintaan 

para pihak.Dapat diajukan. Konflik.  

 Hasil musyawarah, kesepakatan antara konsumen 

dan para pihak yang bersengketa akan berupa kesepakatan 
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tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang 

bersengketa kemudian diajukan ke DPR untuk dijadikan 

keputusan BPSK untuk memperkuat kesepakatan. 

b) Persidiangan de ingan cara Mediasi 

 Penyelesaian  mediasi tidak jauh berbeda dengan 

arbitrase yang dipimpin oleh salah satu  atau para pihak. 

Berbeda dengan arbitrase, majelis BPSK bertindak sebagai 

perantara dan penasehat. Pada dasarnya, mediasi adalah 

prosedur di mana pihak ketiga (pihak netral) mengundang 

pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian 

sengketa yang disepakati. Menurut pembatasan, mediator 

berdiri di tengah dan tidak di kedua sisi salah satu pihak. 

Mediasi, menurut sifatnya,  tidak wajib, tetapi hanya dapat 

dilakukan jika kedua belah pihak berpartisipasi secara 

sukarela. Tugas utama mediator adalah memperkuat jalur 

komunikasi dan dialog antara keduanya, yang mengarah 

pada saling pengertian yang lebih baik. Lagi pula, ada 

kesepakatan yang tidak berbahaya (cara non-kekerasan), 

setidaknya hubungan yang baik (hubungan) tanpa konflik.  

Pasal 30 Nomor Kepimenperindag. 

350/MPP/Kep/12/2001, Tata Cara Mediasi, Majelis 

(Mediator) mempunyai tugas sebagai berikut:  

1. Memanggil konsumen dan pelaku ekonomi yang 
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disengketakan.  

2. Panggil saksi dan  ahli sesuai kebutuhan.  

3. Menyediakan forum untuk perselisihan antara 

konsumen dan operator ekonomi.  

4. Kami secara proaktif memberikan saran dan 

rekomendasi mengenai penanganan konsumen sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan di bidang 

perlindungan konsumen.  

5. Secara aktif mendamaikan konsumen dan pelaku bisnis 

dalam perselisihan.  

 Selama proses penyelesaian sengketa, alat bukti (barang 

dan/atau jasa, keterangan para pihak, saksi dan/atau 

keterangan  ahli, surat dan/atau dokumen, dan alat bukti 

pendukung lainnya) atas permintaan para pihak yang 

bersengketa.   

Hasil musyawarah, kesepakatan antara konsumen dan 

para pihak yang bersengketa akan berupa kesepakatan 

tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang 

bersengketa kemudian diajukan ke DPR untuk dijadikan 

keputusan BPSK untuk memperkuat kesepakatan. 

c) Persida ingan dengan cara Arbitrase 

 Metode penyelesaian sengketa konsumen melalui 

arbitrase berbeda dengan dua metode penyelesaian sengketa 
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yang ada (arbitrase dan arbitrase). Ketua BPSK, parlemen 

yang  menyelesaikan sengketa konsumen melalui arbitrase,  

tidak berwenang mengangkat ketua  dan anggota parlemen. 

Para pihak yang berwenang menentukan kursi parlemen 

adalah para pihak yang bersengketa, yang dapat memilih 

seorang arbiter untuk mewakili kepentingannya. Konsumen 

berhak memilih secara bebas salah satu anggota BPSK dari 

sisi konsumen sebagai arbiter untuk menjadi anggota DPR. 

Demikian pula pelaku ekonomi berhak memilih salah satu 

anggota BPSK yang berasal dari pelaku ekonomi sebagai 

arbiter untuk menjadi anggota DPR. (Pasal 32 

Kepmenperinda No. 350/MPP/Kep/12/2001). 

 Selain itu, arbiter yang dipilih oleh konsumen dan 

arbiter yang dipilih oleh pelaku ekonomi akan secara 

bersama-sama memilih arbiter ketiga  dari unsur pemerintah 

di antara anggota BPSK yang akan memimpin parlemen. 

Selama  penyelesaian sengketa,  bukti (barang dan/atau jasa, 

pernyataan para pihak, keterangan saksi dan  ahli, surat 

dan/atau dokumen, dan bukti pendukung lainnya) diberikan 

oleh Kongres atas permintaan para pihak yang 

bersengketa.Dapat diajukan. Pedagang memiliki beban 

pembuktian dalam menyelesaikan sengketa konsumen, 

namun  konsumen juga berhak memberikan bukti untuk 
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mendukung klaimnya.  

Setelah menelaah keterangan kedua belah pihak 

tentang masalah yang bersangkutan dan meninjau bukti dan 

persyaratan kedua belah pihak, DPR membuat keputusan 

BPSK. 

3) Tahap Putusan 

 Majelis wajib menyelesaikan sengketa konsumen 

selambatlambatnya dalam waktu 21 hari kerja terhitung 

sejak gugatan diterima BPSK. Hasil penyelesaian sengketa 

konsumen dengan cara konsiliasi atau mediasi dibuat dalam 

perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh konsumen dan 

pelaku usaha, selanjutnya dikuatkan dengan putusan Majelis 

yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Majelis. 

Putusan Majelis dalam konsiliasi dan mediasi tidak memuat 

sanksi administratif. Sementara itu, hasil penyelesaian 

sengketa konsumen akan ditentukan melalui arbitrase antara 

ketua dan keputusan parlemen yang ditandatangani oleh 

anggota parlemen. Putusan  arbitrase pengadilan termasuk 

sanksi administratif. Keputusan dewan diambil dengan 

pertimbangan untuk mencapai kesepakatan, tetapi jika 

upaya serius dilakukan dan ternyata tidak tercapai 

kesepakatan, suara terbanyak akan diambil. Keputusan 

dewan tersebut disebut keputusan BPSK. (Pasal 38 
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Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001).  

 Keputusan BPSK dapat berupa penyelesaian, 

pemberhentian perkara, atau persetujuan perkara. Dalam hal 

gugatan dikabulkan,  putusan tersebut menetapkan kewajiban 

yang harus dipenuhi oleh pengusaha berupa  ganti rugi 

(pengembalian uang, penukaran barang dan/atau jasa yang 

nilainya setara atau setara, atau perawatan kesehatan dan/atau 

ganti rugi). Rp. Sanksi administratif berupa putusan ganti rugi 

paling banyak 200.000.000,00 (Rp200 juta). Agar lebih jelas, 

prosedur penyelesaian sengketa BPSK diuraikan di bawah ini. 

Ini:62 

a. Penyelesaian Sengketa BPSK dengan Mediasi 

1. BPSK membentuk lembaga yang berfungsi sebagai 

fasilitator  aktif untuk memberikan bimbingan, nasihat 

dan konseling kepada orang-orang yang bermasalah.  

2.  Badan ini memungkinkan orang yang menderita untuk 

menyelesaikan  secara tuntas masalah bentuk dan 

jumlah ganti rugi.  

3.  Apabila tercapai kesepakatan, maka dituangkan dalam 

kesepakatan penyelesaian  yang diperkuat dengan 

keputusan BPSK.  

4.  Pembayaran akan dilakukan paling lambat 21  hari 

                                                             

 62 Direktorat Perlindungan Konsumen, Direktorat Jenderal Perdagangan 

Dalam Negeri., 2003. 
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kerja. 

b. Penyeilesaian Sengketa BPSK deng ian Kon isiliasi 

1. BPSK menetapkan tubuh sebagai mediator pasif.  

2.  Badan ini memungkinkan orang yang menderita untuk 

menyelesaikan  secara tuntas masalah bentuk dan 

jumlah ganti rugi.  

3.  Apabila tercapai kesepakatan, maka dituangkan dalam 

kesepakatan penyelesaian  yang diperkuat dengan 

keputusan BPSK.  

4. Pembayaran akan dilakukan paling lambat 21  hari 

kerja. 

c. Penyelesaian sengketa BPSK dengan Arbitrase 

1. Para pihak yang bersengketa memilih agen CDSB 

untuk menengahi penyelesaian masalah konsumen  

2.  Para pihak setuju untuk mengizinkan agen 

menyelesaikan masalah tersebut.  

3.  BPSK menyelesaikan penyelesaian akhir yang 

mengikat  

4. Penagihan harus diselesaikan dalam  waktu maksimal 

21 hari kerja.  

5.  Jika kedua belah pihak tidak puas dengan penyelesaian 

tersebut, salah satu pihak dapat mengajukan pengaduan 

ke pengadilan negeri dalam waktu 14 hari sejak 
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penyelesaian diumumkan.  

6.  Persyaratan kedua belah pihak harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut:  

a. Surat atau dokumen yang diajukan ke pengadilan 

akan diakui palsu/palsu atau klaim  

b. Sebuah dokumen penting ditemukan dan 

disembunyikan oleh lawan Anda. Atau  

c. Penyelesaian dilakukan melalui salah satu 

investigasi penipuan pihak  di pengadilan. 

7. Pengadilan negeri wajib menyelesaikan dalam waktu 

21 hari kerja.  

8. Sekalipun kedua belah pihak tidak puas dengan 

keputusan/penyelesaian pengadilan, kami akan 

memberikan kesempatan kepada Mahkamah Agung 

untuk meminta penegakan hukum secepatnya dalam  

waktu 14 hari.  

9. Mahkamah Agung berkewajiban untuk mencari 

penyelesaian dalam  waktu 30 hari. 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian sebagai aktivitas ilmiah merupakan bagian dari proses 

pengembangan ilmu pengetahuan dan pencerdasan manusia. Ilmu pengetahuan 

yang pada hakikatnya dibangun, dipelajari serta dikembangkan untuk memberi 

kemanfaatan bagi umat manusia agar tercipta sebuah tatanan hidup yang dinamis 

dan harmonis. Begitu pula dengan ilmu hukum, harus dikaji dan didayagunakan 

melalui proses penelitian agar meberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dan 

nilai-nilai kemanusiaan. Untuk membangun ilmu pengetahuan, menuntut proses 

penelitian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan parameter 

kebenaran ilmiah. Prinsip-prinsip penelitian seperti konsistensi, sistematis dan 

terukur harus selalu dijadikan pegangan bagi para research staff supaya hasil yang 

diberikan dapat digunakan dan terus dikembangkan sebagai dasar berpijak kajian 

dan penelitian selanjutnya.63 

Penelitian juga merupakan  sarana penting bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan penulisan yang sistematis 

dengan menggunakan metode penelitian yang tepat dan benar. 

Kajian yang digunakan  penulis dapat digambarkan sebagai berikut:  

  

                                                             

 63Laurentius arliman S, Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam 

Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia, Soumatra Law Review, Vol. 1, Nomor 

1, 2018 
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A. Jenis Penelitian  

Jenis penyidikan yang digunakan dalam penyusunan karya ini adalah 

metode penyidikan normatif hukum. Penelitian hukum normatif adalah 

penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yang berbeda dengan 

tujuan untuk menggali informasi dari berbagai aspek subjek penelitian. 

Pendekatan investigasi hukum diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang 

dicakup oleh investigasi hukum.64 Penyelidikan hukum normatif ini disebut 

juga  dengan penyelidikan hukum perpustakaan. Kajian hukum normatif 

meliputi kajian asas-asas hukum, pranata hukum, perbandingan hukum dan 

sejarah hukum. Selain metode penelitian yang memungkinkan kita untuk 

benar-benar melihat dan menyelidiki bagaimana hukum bekerja di 

lingkungan lokal dan untuk menyelidiki hukum saat ini dan realitas 

masyarakat, serta metode yang digunakan dalam penelitian peneliti ini, hal 

yang sama diharapkan. Anda dapat menambahkan hasil. 

B. Sumber Bahan Hukum dan Data 

Data dan sumber data yang digunakan dalam menyusun skripsi ini 

adalah data sekunder. Adapun data sekunder tersebut diperoleh dari:  

1. Bahan hukum primer  

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif 

artinya mempunyai otoritas, yang merupakan hasil dari tindakan atau 

                                                             

 64 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press: 

Mataram, 2020, hlm. 54 



70 
 

  

kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.65 Baik dibidang 

hukum perdata maupun hukum acara perdata, antara lain :  

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  

b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

c. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE) 

d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa 

Keuangan  

e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang 

pinjamanonline 

2. Bahan hukum sekunder  

Data Sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data 

primer. Menurut Soejono Soekanto menyatakan bahwa data sekunder 

merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan66, antara 

lain: 

a. Hasil-hasil penelitian  

b. Jurnal  

c. Modul  

d. Majalah hukum. 

  

                                                             

 65Mukti Fajar & Yulianto achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif 

& Empiris, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010, hlm. 157 

 66 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press: Jakarta, 

2017, hlm. 12 
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3. Bahan hukum tersier 

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

antara lain :  

a. Kamus  

b. Ensiklopedia atau sumber internet. 

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut:67 

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-

bahan hukum, baik bahan hulum primer, bahan hukum sekunder, maupun 

bahan hukum tersier. 

D. Teknik Analisa Bahan Hukum dan Data 

Setelah bahan hukum dan data sudah dikumpulkan, peneliti melakukan 

identifikasi serta memilih bahan hukum dan data yang ada relefansinya 

dengan masalah yang diteliti. Setelah itu, maka bahan hukum dan data 

tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu 

analisis hukum yang didasarkan pada bahan-bahan kepustakaan dan hasil 

wawancara dengan responden atau informan, kemudian dianalisis untuk 

memperoleh data-data yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dan 

                                                             

 67Mukti Fajar & Yulianto achmad, Op. cit, hlm. 160-161 
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disajikan dalam rangkaian kata-kata atau kalimat. Sehingga hasilnya dapat 

dijadikan pedoman dalam pemecahan permasalahan yang dikaji. Setelah 

bahan hukum dan data dianalisis, kemudian ditarik kesimpulan dengan 

metode deduktif yaitu suatu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat 

umum ke hal-hal yang bersifat khusus. 

E. Jadwal Penelitian 

Berikut jadwal penelitian dari tahap persiapan sampai tahap 

penyususnan laporan yang disusun peneliti disajikan dalam tabel di bawah 

ini: 

 

NO 

 

KEGIATAN 

BULAN 

2021 2021 2021 2022 2022 

OKT NOV DES JAN FEB 

1 Tahap Persiapan Penelitian      

a. Penyusunan dan 

PengajuanJudul 

     

b. Pengajuan Proposal      

c. Perizinan Penelitian      

2 Tahap Pelaksanaan      

 

a. Pengumpulan data      

b. Analisis Data    
 

 

3 Tahap Penyusunan Laporan      

 

 

 

 

  


